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ABSTRAK
Meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku anak, atau dengan kata lain meningkatnya kenakalan anak yang mengarah pada tindakan kriminal, mendorong untuk memberikan perhatian dalam proses penanggulangannya. Pemberian sanksi/hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana juga memerlukan perhatian yang serius,  sanksi yang diterima oleh seorang anak dirasakan memberatkan dan berdampak negatif terhadap perkembangan jiwanya. Perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata membalas perbuatan yang dilakukan tetapi juga untuk mensejahterakan atau memperbaiki anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus tetap terjamin karena perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan bathin serta bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan terhadap perkembangan anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kebijakan formulasi pelaksanaan pidana penjara jangka pendek bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan?; 2) Bagaimana efektifitas pelaksanaan pidana penjara pendek bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio legal yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi pidana penjara jangka pendek diatur dalam instrumen hukum internasional yakni International Covenant on Civil and Political Rights,Standar Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice, United Nations Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty. Selain itu, instrumen hukum nasional pun telah mengatur pengenaan pidana penjara jangka pendek terhadap anak sebagimana termaktub dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan pidana penjara pendek terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo berdasarkan teori efektifitas telah efektif dalam memberikan pembinaan dengan ukuran kefektifan baik secara pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi. 

Kesimpulan yang didapat bahwa Pelaksanan pidana penjara jangka pendek dalam prakteknya terdapat kekurangan namun pada intinya tujuan yang dicapai sebagaimana yang telah didapatkan penulis di lokasi penelitian dalam pemberian pembinaan cukup efektif. Tahap integrasi terlihat jelas dimana pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga Pembinaan lainnya termasuk Organisasi Masyarakat /LSM untuk mengawasi maupun membahas mengenai pembinaan yang terbaik bagi anak-anak dalam pelaksanaannya sehingga kelak dapat diterima oleh masyarakat mana saja.

Kata Kunci :Efektifitas, Pidana Jangka Pendek dan Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

Increased abuses committed by child offenders, or in other words increased child delinquency that leads to criminal acts, encouraging to pay attention to the process of handling them. Provision of sanctions / penalties against children proven to commit a crime also requires serious attention, sanctions received by a child felt burdensome and a negative impact on the development of his soul. The treatment of a child who commits a crime does not merely reply to the acts committed but also to the welfare or repair of the child. The legal protection of a child committing a criminal offense must be guaranteed because the child's protection is directed at all activities to keep the child from growing up naturally, both physically and mentally and free from all forms of threats, obstacles and disruptions to the child's development. The issues raised in this research are 1) How is the formulation policy of short-term prison implementation for children in Penitentiary ?; 2) How is the effectiveness of the implementation of a short prison for children in the Kutoarjo Class I Child Development Institution ?.

The method used in this research is with socio legal approach that comes from collecting data obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis method. Data collection techniques used are interviews. Data analysis techniques used qualitative data analysis.

The results obtained in this study indicate that short-term prison policy formulation policies are regulated in international legal instruments, namely the International Covenant on Civil and Political Rights, the Minimum Rules for the Administration of Juveniles Deprived of Their Liberty . In addition, national legal instruments have also arranged the imposition of short-term imprisonment of children as embodied in Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children. Implementation of a short prison sentence against a child in the Kutoarjo Class I Child Development Institution based on effectiveness theory has been effective in providing guidance with measures of effectiveness both achievement of goals, Integration and Adaptation.

The conclusion is that short-term prison imprisonment in practice there are deficiencies but in essence the objectives achieved as already obtained by the authors in the research sites in the provision of coaching quite effective. The integration phase is clear where the Class I Coaching Institution conducts communication with other Coaching Institutions including Community Organizations / NGOs to supervise and discuss the best guidance for children in the implementation so that it can be accepted by any society.

Keywords: Effectiveness, Short Term Criminal and Penal Institution.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah kenakalan anak saat  ini merupakan persoalan yang mendapat perhatian di semua Negara di dunia termasuk Indonesia. Kenakalan anak dilatar belakangi oleh adanya perubahan sosial, lebih lanjut dikatakan perubahan sosial merupakan ciri khas dalam masyarakat dan semua kebudayaan, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern
. Masyarakat tradisional adalah masyarakat tertutup dengan pola monolitik. Pola monolitik dimaksudkan bahwa di sana terdapat seperangkat pemikiran dan nilai sesuai dengan bidang dalam suatu kehidupan yang meresapi, mengatur, menguasai dan menyatukan semua bidang-bidang kebudayaan yang ada.

Pada hakekatnya anak sedang mangalami perkembangan menuju kedewasaan, dimana pada saat itu memiliki rasa ingin tahu tinggi, selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, sedang mancari jati dirinya, dan sedang mancari-cari atau memilih-milih mana yang cocok baginya. Anak juga memiliki perasaan yang sangat peka baik terhadap kritikan maupun hal-hal yang lain karena jiwanya masih labil dan emosinya belum stabil sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak yang kadang-kadang tidak umum dan diluar aturan yang berlaku di masyarakat. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai, moral dan perilaku anak.
 
Anak yang tidak atau kurang mendapat perhatian, kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh dalam kesehariannya akan mudah terseret dalam pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang baik dan merugikan perkembangan pribadinya. Tidak sedikit anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial yang sering mempengaruhi anak untuk melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun masyarakat.

Meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran terhadap ketertiban maupun ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku muda usia, atau dengan kata lain meningkatnya kenakalan anak yang mengarah pada tindakan kriminal, mendorong untuk lebih banyak memberikan perhatian akan penanggulangan atau penanganannya. Anak yang melakukan kejahatan seharusnya juga dilindungi dan dibina. Menghadapi masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.
 Kenakalan anak yang tidak ditanggulangi secara serius akan menghancurkan generasi muda penerus cita-cita bangsa. Perlu penanganan sejak dini agar kejahatan anak itu tidak berkembang makin luas, dan berpotensi melakukan kejahatan yang lebih serius.
 Fenomena prilaku anak yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat itu perlu dipahami dalam rangka untuk penanggulangannya.


Perlindungan terhadap hak-hak anak maka tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan seorang anak haruslah sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu sesingkat-singkatnya (Konvensi Hak Anak Pasal 37 b).
 Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu  tindakan hukum yang membawaa akibat hukum sehingga diperlukan adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum  perlu  diusahakan  demi  kelangsungan  kegiatan  perlindungan  anak  dan mencegah  penyelewengan  yang  membawa  akibat  negatif  yang  tidak  diingini dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Membicarakan perlindungan  hukum  bagi  anak  tidak  dapat  dilepaskan dari  tujuan  dasar  peradilan  anak  yaitu  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak dengan mendahulukan atau mengutamakan kepentingan anak. Perlunya perlindungan hukum bagi anak dalam perkara pidana didasari oleh prinsip kedua Deklarasi Hak-Hak Anak (Declaration of the Rights of the Child), yang lengkapnya berbunyi :
The child enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and other means, to enable him to develop physically, morally, spriritually, and socially in a healty and normal menner in conditions freedom and dignity. In the enactment of the laws for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration.

 (Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual an kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama).

Tujuan  dan  dasar  pemikiran  untuk mengutamakan  kesejahteraan  anak ditegaskan pula dalam Peraturan Minimum Standar PBB mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (Beijing Rules) yang disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 tanggal 29 Nopember 1985. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggaran anak-anak; khususnya di dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak. Prinsip tersebut berarti menunjang prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata- mata bersifat pidana atau semata-mata bersifat menghukum (the avoidance of merely punitive sanctions). Prinsip proporsionalitas merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (just desort).

Pendekatan kesejahteraan dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelaku pelanggaran hukum di bawah umur, antara lain disebabkan karena dua faktor, yaitu :

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar akan kesalahan yang telah ia perbuat, sehingga sudah sepantasnya mereka diberikan/diberlakukan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.

2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina, disadarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak ia lakukan. Dengan demikian, tidak sepantasnya penanganan bagi anak-anak berpedoman pada mazhab retributif (sebagaimana penanganan terhadap pelanggar hukum dewasa), tetapi lebih tepat menggunakan mazhab rehabilitatif. 

Melalui pendekatan tersebut, para pelanggar usia anak sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistem peradilan pidana, serta segala tindakan yang akan diambil oleh negara berkaitan dengan pelangaran yang dilakukan oleh anak tersebut sedapat mungkin mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (1989) menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia di bawah 18 tahun harus mempertimbangkan ‘kepentingan terbaik anak.

Asumsi bahwa mereka yang berada dalam usia anak tidak dapat melakukan kejahatan atau doli incapax dan tidak dapat secara penuh bertanggungjawab atas tindakannya. Pemberian sanksi/hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana juga memerlukan perhatian yang serius karena jangan sampai sanksi yang diterima oleh seorang anak dirasakan memberatkan dan berdampak negatif terhadap perkembangan jiwanya. Perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata membalas perbuatan yang dilakukan tetapi juga untuk mensejahterakan atau memperbaiki anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus tetap terjamin karena perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan bathin serta bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan terhadap perkembangan anak. 

Upaya pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan merupakan suatu hak yang paling asas yang harus diterima oleh setiap anak tanpa kecuali. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan sebstansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.

Persoalan ini perlu mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Terdapat kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang didalamnya memuat sanksi pidana haruslah merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat terpadu artinya harus juga dilihat dalam perspektif yang lebih luas yaitu dalam perspektif kebijakan kriminal. Reaksi masyarakat untuk menanggulangi prilaku yang bertentangan.

Kebijakan kriminal tersebut, Sudarto mendefinisikan dengan mengambil pendapat Marc Ancel dan G.P.Hoefnagels bahwa kebijakan kriminal itu merupakan suatu usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang meliputi seluruh asas dan metode yang mendasari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana, keseluruhan fungsi aparat penegak hukum dan kebijakan undang-undang dan badan-badan resmi untuk menegakkan norma masyarakat. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada akhirnya bermuara pada masalah pilihan terhadap sanksi apa yang dapat didayagunakan secara efektif untuk menanggulangi kejahatan. Keterkaitan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.

Indonesia menetapkan undang-undang yang mengatur mengenai yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan perlindungan khusus kepentingan hukum anak yang terlibat tindak pidana, yang sebelumnya dalam perundang-undangan yang ada dirasa tidak banyak memberikan perlindungan terhadap anak baik secara fisik maupun mental. Setelah diundangkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan aparat penegak hukum mulai dari penyelidikan hingga pemeriksaan di peradilan, dapat memperlakukan anak secara khusus dengan dibekali pengetahuan khusus untuk menangani tindak pidana yang dilakukan anak. Secara konprehensif ketentuan hukum substantif dan hukum ajektif yang diformulasikan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dikatakan belum ada pengaturan secara utuh pengaturan hukum pidana anak.

Dasar pemikiran penyusunan tesis ini adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mengatur tata cara penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang didalam penegakan hukumnya (proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum) masih terdapat norma yang kabur (multitafsir) dalam penanganan kejahatan anak belum jelas diatur mengenai dasar legalitas yang dipakai hakim untuk menjatuhkan sanksi seperti sanksi pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti :

Pasal 71

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a. Pidana peringatan

b. Pidana dengan syarat:

1) Pembinaan di luar lembaga

2) Pelayanan masyarakat; atau

3) Pengawasan.
Pasal diatas diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 khususnya tentang legalitas apa yang dipakai hakim untuk melakukan sanksi pidana pokok seperti pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan, masyarakat; atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga; dan penjara terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dalam normanya belum dijelaskan secara tegas dan eksplisit sehingga menimbulkan keadaan suatu norma yang bersifat kabur (Leemten van Normen). Penelitian tesis ini juga mengedepankan mengenai belum terdapat pengaturan yang kongkrit dan jelas terkait dengan belum diaturnya norma khusus atau dituangkannya dalam satu Pasal khusus tentang sanksi pidana (pengawasan) secara kongkrit dan jelas didalam aturan positif di Indonesia khususnya dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga sesuai dengan Instrumen Internasional sehingga sangat diperlukan pembentukan hukum pada masa mendatang, oleh sebab itu pemerintah perlu menciptakan peraturan–peraturan yang akurat untuk mengantisipasi masalah tersebut melalui pembaruan dari hukum pidana yang telah ada saat ini.

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya berorientasi pada kebijakan (policy-oriented) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach). Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial. Pertimbangan terhadap hak-hak anak sebenarnya merupakan pertimbangan moral yang telah diadopsi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan utama peradilan anak yang digolongkan sebagai pertimbangan moral tersebut adalah mewujudkan kesejahteraan anak.

Konsekuensi untuk mewujudkan tujuan dasar tersebut dilakukan dengan mendahulukan atau mengutamakan kepentingan anak. Anak yang dijatuhi pidana bersyarat atau pidana pengawasan umumnya berada diluar Lembaga Pemasyarakatan sehingga terkesan bebas dari hukuman karena anak tersebut berada dalam lingkungan keluarganya dan tetap dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti bersekolah, bermain dan lain sebagainya. Anak tetap diawasi (oleh penuntut umum) dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang memiliki tugas-tugas (Pasal 65 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak) :

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;

2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

3. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;

4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan

5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyara

Dengan ketentuan tersebut, peran Pembimbing Kemasyarakatan dari LPKA dalam perkara sidang anak mengalami perubahan peran yang cukup signifikan, sebab dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini kedudukan BAPAS tidak lagi sepenuhnya berada di belakang dalam mata rantai proses pemidanaan anak. BAPAS sudah sejak semula dari awal tindakan pro justitia, yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan sudah dituntut perannya untuk memberikan laporan kemasyarakatan anak pelaku delinkuen. Perkembangan peran LPKA ini sudah barang tentu akan menuntut pembenahan personalia (staffing) dan kualitas SDM petugas LPKA yang lebih professional terhadap penanganan perkara anak agar tercapai yang dikehendaki dari tujuan dibuatnya undang-undang ini dalam melindungi anak

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul penelitian  “EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak  Kutoarjo)”.

B. Permasalahan
1. Bagaimana kebijakan formulasi pelaksanaan pidana penjara jangka pendek bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan ?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan pidana penjara pendek bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Umum

Tujuan umum (het doel van het onderhoek) berupa upaya peneliti untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan paradigma science as a process (ilmu sebagai proses). Paradigma ini ilmu tidak akan pernah berhenti (final) dalam penggaliannya atas kebenaran di bidang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan pidana penjara jangka pendek pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mendiskripsikan dan melakukan analisis mengenai pidana jangka pendek terhadap anak dalam proses peradilan pidana.

b. Untuk mendiskripsikan dan melakukan analisis secara mendalam tentang sistem hukum pidana modern dan sistem pemasyarakatan mengenai sanksi pidana jangka pendek terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai tujuan pemidanaan yang integratif.

Kegunaan penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua manfaat yaitu :

1. Secara Teoritis
Secara teoritis, Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukuman jangka pendek pada anak di lembaga pemasyarakatan.

2. Secara praktis
Secara praktis, Penelitian ini dapat memberikan sumbangsi dan pertimbangan kepada Kementerian Hukum dan Ham selaku pemegang kewenangan terhadap lapas agar dapat secara masif dan efektif memberikan pembinaan guna menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan warga binaan anak dalam menjalani masa pidana jangka pendek.

D. Kerangka Pemikiran

Pidana penjara saat ini merupakan jenis pidana yang utama dalam hal pidana hilang kemerdekaan. Berdasarkan dari lamanya pidana penjara, di dalam KUHP terdapat sistem perumusan minium umum dan maksimum. Lamanya pidana penjara menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Untuk pidana penjara selama waktu tertentu di dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP ditentukan paling pendek adalah 1 ( satu ) hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Adanya sistem perumusan lamanya pidana penjara dengan ketentuan minimum dan maksimum dalam KUHP tersebut, memungkinkan diterapkannya pidana penjara jangka pendek oleh hakim dalam praktek pengadilan. Sesungguhnya penerapan pidana penjara sebagai salah satu bentuk saksi tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pemidanaan.. Sebagai suatu kebijakan maka wajar apabila selalu mengalami perubhan ke arah yang lebih baik atau modernisasi, sesuai dengan kebutuhan pada jamannya. 

1. Teori Pemidanaan
Teori-teori pemidanaan (dasar-dasar) pembenaran dan tujuan pidana secara tradisional dibagi dalam 3 kelompok teori, menurut :

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

(Retributive/vergeldings theorien), teori ini menyatakan dijatuhkannya pidana semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quiapeccatum est) pidana merupakan akibat mutlak yang ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori ini juga dikenal dengan teori relatif atau teori tujuan, teori ini lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut/teori retributif. Teori ini dikemukakan oleh John Howard (1726-1791), Cesare Beccaria (1738-1794), dan Jeremy Bentham (1748-1832). Secara garis besar teori ini mengacu pada dasar bahwa pidana adalah suatu alat untuk menegakkan hukum dalam masyarakat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, sehingga tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Tujuan pidana menurut teori relatif ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah untuk mencegah timbulnya tindak pidana dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu : bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki dan bersifat membinasakan. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Menurut pandangan Utilitarianisme bahwa pidana itu ditetapkan bertujuan untuk pencegahan kejahatan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Proses penjatuhan pidana yang terpenting bukanlah pidana itu sendiri tetapi sesuatu yang ingin dihasilkan dengan adanya pemidanaan tersebut. Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut teori teleologis atau utilitarian penjatuhan pidana ingin dicapai dua hal yaitu :

1) Prevensi umum (General preventie)

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan kejahatan. Memberikan hukuman pidana pelaku tindak pidana, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana.
2) Prevensi khusus (Speciale preventie)

Prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana adalah agar terpidana   jangan mengulangi perbuatannya. Pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku dari pelaku tindak pidana yang berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

c. Retributivisme Teleologis (Teleological Retributivist)

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lambroso, yang mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, sehingga menurut aliran ini tujuan dari pemidanaan adalah bersifat plural, disatu sisi pidana itu dimaksudkan sebagai pengimbalan atau pembalasan atas dilakukannya kejahatan, disisi lain pidana itu juga dimaksudkan sebagai prevensi baik yang bersifat umum maupun khusus. Teori ini mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus “retribution” dan yang bersifat “utilitarian”, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang dilihat sebagai sarna-sarana yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mangasimilasikan kembali narapidana kedalam masyarakat.

Teori ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
 

Upaya penanggulangan kejahatan dalam rangka mengatasi kerusakankerusakan yang dilakukan oleh tindak pidana, pemilihan teori integratif sangat relevan dengan kondisi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang dapat dipakai dasar acuan atau landasan teoritis dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

 Muladi mengemukakan dengan asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mangakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Atas dasar itu beliau mengatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Ada beberapa tujuan pemidanaan yang ingin dicapai yaitu pencegahan umum maupun khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan atau pengimbangan. Re-Integrasi sosial berasumsi bahwa pelanggaran hukum terjadi bukan hanya karena kesalahan individu tetapi juga masyarakat mempunyai andil terhadap terjadinya pelanggaran hukum tersebut. Masyarakat harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan pelanggar hukum. Harus diupayakan pemulihan hubungan yang harmonis antara pelangar hukum dengan masyarakatnya. 

Konsep inilah yang melahirkan pemulihan hubungan hidup – kehidupan dan penghidupan dalam sistem pemasyarakatan. Hidup diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya. Kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia, sedangkan penghidupan adalah hubungan antara manusia dengan lingkungannya, dalam kaitan ini manusia memanfaatkan alam untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pandangan integratif dari tujuan pemidanaan tersebut sesuai dengan kebijakan mengenai tujuan pemidanaan sebagai tercantum dalam Pasal 54 Rancangan KUHP Tahun 2010, yaitu :

(1) Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan pemidanaan, yaitu sebagai perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

(2) Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia. Dengan ditentukannya tujuan pemidanaan dalam konsep kebijakan pembaharuan hukum pidana, adalah sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi maupun dalam pemenuhan pandangan hukum adat. Dari berbagai pandangan tentang teori pemidanaan sebagaimana dikemukakan diatas, dapat disampaikan bahwa ada dua aspek yang ingin dicapai, yaitu :

a. Aspek perlindungan masyarakat yang pada intinya meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat.

b. Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana (resosialisasi) mempengaruhi pelaku agar patuh dan taat pada hukum melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang di luar hukum. 

Perlu ditegaskan bahwa sanksi/hukuman terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah merupakan salah satu sarana yang ingin direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai dasar pembenar atau tolak ukur yang dipakai dalam pembahasan terhadap permasalahan dari sanksi/hukuman terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah ditekankan pada aspek-aspek pokok tersebut yaitu perlindungan secara integratif antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu khususnya anak-Anak yang berkonflik dengan Hukum agar terhindar dari dampak negatif dari pidana penjara karena masih memiliki jiwa yang labil dan demi masa depan anak yang masih panjang.
 Dirumuskannya sanksi pidana dan tindakan tidak lepas dari ide dasar double track system yang menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasikan dan adanya kesetaraan dalam sistem sanksi hukum pidana. Paham filsafat yang mengakui kesetaraan antara punishment dan treatment adalah filsafat eksistensialisme dari Albert Camus. Camus mengakui justifikasi punishment bagi seorang pelanggar, karena merupakan konsekuensi logis dari kebebasan yang disalahgunakan pelaku kejahatan. Namun pada waktu yang bersamaan si pelaku harus diarahkan lewat sanksi yang mendidik (treatment) untuk mencapai bentuknya yang lebih penuh dari manusia. 

Ide dasar double track system dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan kejahatan sangat tepat untuk diterapkan karena disamping untuk mengindari dampak negatif pidana hilang kemerdekaan maka anak dimungkinkan untuk memperoleh pembinaan guna perkembangan masa depannya. Perlakuan terhadap anak perlu dibedakan karena pada saat itu darah, tubuh dan jiwa si anak sedang mengalami perkembangan. Dapat dikatakan bahwa si anak sedang dalam keadaan labil. Jadi ada sesuatu yang berbeda ketika kita berbicara tentang anak.
 

Anak bukan orang dewasa dalam ukuran mini, karena itu dia tidak bisa disamakan dengan miniatur dari orang dewasa, karena itu kita harus memberikan treatment yang berbeda. Kemudian dia juga dalam masa pertumbuhan dan situasi ini masuk kelompok rawan yang harus diproteksi sejak awal. Hal itul yang menyebabkan adanya pembedaan perlakuan terhadap anak termasuk didalamnya pembedaan dalam penegakan hukum.
 Salah satu efek negatif dari pelaksanaan pidana penjara adalah terjadinya sigmatisasi atau pemberian “cap jahat” terhadap mantan narapidana. Masyarakat seringkali tidak percaya terhadap mantan narapidana, bahkan secara kultural kehadiran narapidana ditolak oleh masyarakat. Stigma dan penolakan tersebut menyebabkan tekanan psikologis pada mantan narapidana, bahkan keluarga juga ikut merasakan rasa malu. Perspektif teori labeling, tekanan psikologis dan stigma dari masyarakat (sebagai deviasi primer) kadangkala akan mendorong mantan narapidana melakukan kejahatan (sebagai deviasi sekunder). 

Prisonisasi narapidana baru harus membiasakan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat narapidana, mempelajari kepercayaan, perilaku, dan nilai-nilai masyarakat tersebut. Selanjutnya ditegaskan bahwa penjara tidak mengubah kejahatan, bahkan melatih kejahatan, sehingga pidana perampasan kemerdekaan berdampak negatif pada terpidana. Narapidana yang dipidana di luar LAPAS mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya secara optimal. Narapidana dapat menggunakan semua fasilitas yang ada untuk pembinaan, misalnya wali narapidana, pamong narapidana, termasuk dari pembina lain dari BAPAS dan lembaga sosial lain yang ada, rohaniwan, ahli tingkah laku (psikolog, ahli pendidikan, ahli bimbingan dan konseling), teman pergaulan. 

Pemanfaatan fasilitas tersebut dapat mendorong upaya perbaikan sikap narapidana, khususnya dalam rangka membangkitkan rasa percaya diri dan resosialisasi. Menurut Sutherland, upaya peningkatan rasa percaya diri termasuk sarana penanggulangan kejahatan. Metode reformasi untuk mengurangi residivis dapat dilakukan dengan 4 macam bentuk perlakuan (treatment), yakni reformasi dinamik, reformasi klinis, reformasi hubungan kelompok, dan pelayanan profesional (professional service). Keempat langkah tersebut dapat dilakukan dalam pelaksanaan pidana pengawasan oleh pembina, pamong, dan teman kerja, yaitu untuk memperbaiki tingkah laku dengan mengembangkan dinamika kelompok, modifikasi perilaku berdasarkan konsep-konsep psikologis, dan pelayanan kepada narapidana secara profesional.

2. Teori Kebijakan
Kebijakan penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap, yaitu :

a. Tahap kebijakan legislatif/formulasi, yaitu dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan.

b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikasi, yaitu dalam menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

c. Tahap eksekutif/administratif, yaitu dalam melaksanakan hukum pidana yang dilakukan secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Pada masing-masing tahap kebijakan tersebut akan menghadapi permasalahan-permasalahan tersendiri. Tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana yaitu tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbutan yang dilarang dan pidana. 

Tahap formulasi kebijakan legislatif dalam membentuk perundang-undangan pidana akan meliputi :
a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan

b. Sanksi apa yang sebaiknya dikenakan atau digunakan kepada pelanggar.
Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu.Sedangkan menurut Sudarto, politik hukum adalah :

1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan siruasi pada suatu saat.
2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Penentuan sanksi pidana dalam membentu perundang undangan pidana adalah merupakan kebijakan kriminal (criminal policy) yang pada hakikatnya merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan hukum pidana dalam hal ini dapat juga disebut dengan politik hukum pidana (penal policy). Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang paling baik dalam arti  memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Pada kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Upaya atau kebijakan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal policy). 

Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan atau upaya perlindungan masyarakat (social defence policy). Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagaian integral dari perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa tujuan utama politik hukum dalam hal ini politik kriminal (criminal policy) adalah perlindungan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Bertitik tolak pada pandangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana itu berarti usaha untuk membentuk atau mewujudkan suatu undang-undang pidana yang sesuai dengan keadaan, situasi dan nilai-nilai budaya bangsa agar dapat memenuhi syarat keadilan dan berdaya guna.

E. Metodologi
Menyelesaikan suatu masalah diperlukan suatu metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dengan metode yang telah ditentukan lebih dahulu. Hal ini diharapkan dapat memberikan hasil yang baik dan pemecahan masalah yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah dan nyata.

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dikarenakan penelitian mengukapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui data tersebut yang telah terkumpul dapat diolah. Tokoh masyarakat menjadi narasumber yang dipilih penulis dalam wawancara. Hal ini berkaitan dengan tokoh masyarakat di dalam memberikan pendapatnya benar-benar menggunakan akal pikiran yang sehat dan berpendirian kuat, agar membantu penulis dalam menganalisis data dan menjadi hasil yang dapat dipahami oleh pembaca.

1. Metode Penelitian
Penelitian tesis ini dimaksudkan untuk melihat dan menggambarkan upaya meminimalisasi penggunaan pidana penjara bagi anak yang dilatarbelakangi oleh hak-hak anak yang harus dilindungi karena secara yuridis sudah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, dan pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak yang dijatuhi pidana penjara dalam proses peradilan pidana adalah tanggung jawab bersama dari lembaga yang terkait dalam proses Sistem Peradilan Pidana serta efektif tidaknya penjatuhan pidana penjara bagi anak ini harus dikaji kembali demi perlindungan hak-hak anak mengingat dampak yang timbul di kemudian hari. Dua hal mendasar yang tidak mungkin luput dari penelitian ini, adalah :

a. Substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak dan mekanisme bekerjanya Sistem Peradilan Pidana; dan
b. Kenyataan dalam upaya meminimalisasi penggunaan pidana penjara bagi anak.

Dua hal di atas menempatkan penelitian ini pada perpaduan jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Sifat penelitian di atas, maka metode pendekatan yang diterapkan, adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah subtansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep upaya meminimalisasi penggunaan pidana penjara bagi anak dan untuk menelaah segi-segi sosial dari peraturan perundang-undangan tentang upaya meminimalisasi penggunaan pidana penjara bagi anak. Membahas upaya meminimalisasi penggunaan pidana penjara bagi anak juga dilakukan dengan mempergunakan pendekatan- pendekatan humanistik, yaitu sisi-sisi kemanusiaan yang mempengaruhi aparat (Hakim) dalam penjatuhan pidana penjara.

2. Metode Pendekatan
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode pendekatan sosiolegal research. Pendekatan sosiolegal research merupakan penelitian dalam ranah sociolegal yang memiliki ciri-ciri yaitu mengkaji dampak berlakunya suatu aturan, mengkaji keberlakuan aturan atau perubahan aturan, menjelaskan implementasi aturan dan membuktikan ketidakadilan yang diberikan dari suatu aturan.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiolegal research karena penelitian ini tidak semata-mata mencari taraf sinkronisasi atau menemukan hukum atau menemukan asas-asas hukum, tetapi penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi suatu aturan atau kebijakan. Pendekatan ini berarti tidak sekedar tinjauan dari kaidah hukum saja, tetapi juga menimbang bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat. Penelitian ini selain menekankan kajian doktrinal juga memperhitungkan kenyataannya dalam praktek. Penelitian ini termasuk dalam Sociolegal Studies (Pendekatan Sosiolegal). Ranah kajian Sosiolegal mengkonsepsikan hukum sebagai norma, sekaligus sebagai perilaku, artinya dikaji bagaimana norma yang ada dan dalam implementasinya di masyarakat.

3. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif karena lebih ditekankan pada persoalan kedalaman (kualitas) data dan bukan banyaknya (kuantitas) data seperti penelitian yang bersifat kuantitatif. Penelitian yang bersifat kualitatif ini diupayakan mampu untuk memahami fenomena-fenomena di lapangan kemudian ditafsirkan untuk menjawab tujuan penelitian berbasis pada realitas (yang bisa dibangun berdasarkan pengalaman, pengamatan. Peneliti bersikap netral terhadap objek penelitian, namun tetap dikaji apa yang sesungguhnya terjadi. Penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama. 
4. Metode Penentuan Sample
Sesuai dengan jenisnya yang legal empiris maka penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokmen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diambil atau diperoleh dari buku-buku (text book), artikel, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data
a. Data Primer

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah metode wawancara, metode pengumpulan data yang di lakukan penulis dengan mengajukan pertanyaan terhadap objek penelitian atau data primer. Penulis menggunakan metode wawancara agar mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang di harapkan oleh penulis, dimana menggunakan kartu sebagai alat pencatat secara rinci dan sistematis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian, dengan pengklasifikasian tersebut diharapkan dapat memudahkan melakukan analisis terhadap permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Penulis mewawancarai narasumber seperti berikut:
1) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo :
a) Kepala Seksi Pengawas dan Penegakan Disiplin yaitu Bapak Sapto Isnugroho, S. Pd. Hal ini dikarenakan bahwa tugas dan wewenangnya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pembinaan Khusus Anak sehingga dapat diperoleh informasi sesuai yang dibutuhkan

b) Kepala Seksi Pembinaan yaitu Ibu Gayatri Rachmi Rilowati, Amd. IP, SH. Hal ini dikarenakan dalam melakuan pembinaan terhadap anak didik, kewenangan dan tanggung jawab berada pada Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik

c) Wali Anak Didik yaitu Ibu Wahyu Sri Wulandari. Halini dikarenakan bahwa Wali Anak didik merupakan petugas yang melakukan pendampingan terhadap anak didik selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

d) 2 Anak Didik yang sedang menjalani pembinaan di bawah 1 Tahun
(1) Lindu Aji Bin Samingan 

(2) Ivan Sepdianto Bin Jumadi 

Hal ini dikarenakan bahwa dua orang anak didik selaku subjek yang sedang menjalani proses pembinaan yang dapat memberikan beberapa informasi sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti dan memperkuat data yang akan diolah oleh peneliti
2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedung Pane
a)    Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan yaitu Ibu Ari Tris Octiasari, S. Psi. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pembinaan terhadap anak didik, kewenangan dan tanggung jawabnya berada pada Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik dan sebagai narasumber yang akan menjadi tolok ukur peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitian antara Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dengan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak
b) 3 Anak Didik yang sedang menjalani pembinaan di bawah 1 Tahun
(1). Ahmad Faisal Bin Musri
(2). Johan Kurniawan Gozali Bin Ngateman
(3). Iqbal Arya Ramadhan Bin Hari Hastanto
Hal ini dikarenakan bahwa tiga orang anak didik selaku subjek yang sedang menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa yang dapat memberikan beberapa informasi sesuai dengan permasalahan yang diketengahkan dan memperkuat data yang akan diolah oleh peneliti dan memperoleh informasi untuk menjadi tolok ukur dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa
3) Lembaga Pendamping Anak Yayasan Sahabat Kapas Surakarta
Pendiri dan Koordinator Yayasan Sahabat Kapas  yaitu Ibu Dian Sasmita SH, MH. Hal ini dikarenakan Yayasan Sahabat Kapas adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang anak, terutama anak yang berkonflik dengan hukum dan bekerjasama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dan sebagai tolok ukur peneliti dalam menentukan efektifitas pidana penjara pendek pada anak.
4) Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang
Hal ini dikarenakan Bapas sebagai Lembaga Pengawas anak yang bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, melakukan pendampingan dalam proses pre adjudikasi hingga post adjufikasi dan memberikan bimbingan kemasyarakatan kepada klien anak dan menjadi tolok ukur peneliti dalam melakukan penelitian

a) Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak,  Bapak Catur Yuliwiranto S. ST, M. SW.

b) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Anak, Ibu Falikha Adriyani Z, SH., MH.
b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Lewat studi kepustakaan, pengumpulan data diperoleh melalui buku-buku, surat kabar, dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ini meliputi:
a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
2) Undang –Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

3) Undang – Undang  No.10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak

4) Undang –Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

5) Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

6) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

7) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Lapas.

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, karya ilmiah yang dipaparkan oleh akademisi, artikel-artikel, internet, dan juga literatur yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian.
c) Bahan hukum tertier adalah bahan yang dapat memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.
6. Metode Analisis Data
Bahan-bahan yang telah disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis dengan tehnis-tehnis sebagai berikut :
a. Deskriptif, yaitu uraian-uraian ditulis dengan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum atau non hukum.

b. Interpretatif, yaitu dengan cara menjelaskan penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum terhadap norma yang ada baik sekarang maupun diberlakukan dimasa mendatang. Tehnis interpretatif digunakan karena adanya norma yang kabur dalam pengaturan sanksi pidana bersyarat dan pidana pengawasan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Metode interpretatif yang digunakan diantaranya adalah grammatical interpretatie yaitu penafsiran menurut arti kata dan sistematische interpretatie yaitu penafsiran dengan mencari penjelasan pasal-pasal dalam undang-undang.

c. Evaluatif, yaitu melakukan penilaian terhadap suatu pandangan, pernyataan rumusan norma dalam bahan hukum primer maupun sekunder.

d. Argumentatif, yaitu penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, hal ini tidak dapat dilepaskan dari tehnis evaluatif. Permasalahan-permasalahan hukum makin dalam argumennya berarti makin dalam penataran hukumnya.

7. Lokasi Penelitian
Penelitian ini bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Kedung Pane, Lembaga Pendamping Anak (Yayasan Sahabat Kapas) Surakarta, dan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang.
F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk Tesis yang urainnya disampaikan dalam bab-bab dan antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Setiap bab masih terbagi lagi menjadi sub-bab, hal ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami.

Bab I:
Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang penulisan Tesis, Ruang  lingkup masalah, tujuan penulisan Tesis dan manfaatnya, Kerangka Pemikiran, Metodologi penelitian serta sistematika Penulisan Tesis. Latar belakang penulisan diuraikan hal-hal yang menjadi alasan dilakukan penulisan ini tentang “Efektifitas Pelaksanaan Pidana Penjara Pendek Terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan. (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Khusus anak  Kutoarjo)”. Untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam mengumpulkan data dan kekaburan dalam pembahasannya, maka penulisan dibatasi pada pokok-pokok  permasalahan yang diuraikan dalam Perumusan masalah. Tujuan Penulisan menjelaskan tentang kegunaan penelitian. Kerangka Pemikiran menjelaskan mengenai alur berpikir yang memberikan arah strategi untuk memecahkan masalah. Metode Penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian, teknik penentuan sample, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan metode penyajian data. Sistematika penulisan bertujuan agar Tesis ini lebih terarah dan sistematis.
  Bab II:
merupakan Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini. Diantaranya : Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Anak, Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum dan Tinjauan Umum tentang Efektifitas. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan yang mendasari analisis hasil penelitian yang mengacu pada pokok permasalahan..

Bab III:
Pembahasan. Dalam bab ini akan disajikan data yang diperoleh dari  hasil penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (field research). Pembahasan data yang diperoleh tidak menyimpang dari poko permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab I.

Bab IV:
Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Efektifitas Pelaksanaan Pidana Penjara Pendek Terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan. (studi kasus Lembaga Pembinaan Khusus anak Kutoarjo)”. Selanjutnya dilengkapi Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran yang ada

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam Konvensi Hak Anak diartikan sebagai : “For purpose of present Convention, a child means every human being below the age eighteen years, under the law applicable to the child; majority is attained earlier”. (Yang dimaksud dalam Konvensi ini, adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak, ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal). Batasan usia dewasa menurut Konvensi Hak-Hak Anak adalah 18 tahun dengan pengecualian bahwa kedewasaan tersebut dicapai lebih cepat.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan definisi tentang anak sebagai berikut : setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan batasan mengenai siapa yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian menurut kedua peraturan ini luas sekali, karena termasuk anak dalam kandunganpun diakui sebagai seorang anak. Tentunya jika kepentingan hukum itu menghendaki.
Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin”. Penegasan ini diuraikan lagi dalam penjelasannya bahwa batas usia dewasa 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak mencapai pada umur tersebut. Melihat batasan usia dalam peraturan ini maka kita dapat melihat bahwa batasan seorang anak sampai dengan usia 21 tahun, artinya kematangan anak ini akan lebih sempurna. Pertimbangan usia 21 tahun ini sebetulnya didasarkan pada ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kedewasaan seseorang adalah setelah mencapai usia 21 tahun.

Pengertian anak dalam Blak's Law Dictionary diartikan sebagai seseorang yang usianya belum mencapai empat belas tahun, dalam hal ini diakuinya variasi umur yang berbeda di berbagai negara untuk penyebutan seorang anak.
 Kamus peristilahan hukum dalam praktek mengartikan anak sebagai turunan yang kedua
. Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-002/JA/4/1989 meminta agar terhadap anak yang belum berusia 18 tahun diperlakukan tata tertib sidang anak. Kamus Hukum menggunakan istilah pupil atau minderjarige onder voogdij sebagai pergertian dari anak yang di bawah pengampuan
, lain halnya dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia menggunakan istilah strafrechtelijke minderjarighei artinya belum dewasa menurut hukum pidana. 
 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan definisi tentang anak dalam Pasal 1 butir 1 yaitu anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Beijing Rules tidak menyebutkan secara pasti tentang cakupan anak tersebut dilihat dari batas usianya. Beijing Rules menggunakan istilah a juvenile untuk menyebut anak tanpa menyebutkan usianya. A juvenile is a child or young person who, under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult. (anak nakal adalah seorang anak atau manusia muda yang jika melakukan suatu pelanggaran hukum di suatu negara akan diperlakukan secara berbeda dari cara yang berlaku bagi orang dewasa).

Istilah anak dalam WJS Poerwadarminto diartikan sebagai manusia yang masih kecil karena keadaannya
. 
ST. Sularto mengemukakan :

Konsep “dunia anak” itu sendiri baru muncul dalam wacana resmi lembaga-lembaga internasional seperti UNICEF dan WHO. Pada saat yang sama berbagai kelompok masyarakat Barat mulai mengkonfrontasikan konsep ideal mengenai masa kanak-kanak dengan kenyataan di mana lebih dari separuh anak di dunia bermukim di negara berkembang, belum berkembang dan pemukiman miskin di perkotaan. Masa kanak-kanak sebenarnya belum terlalu lama dikenali sebagai suatu konsep yang terpisah dari tahapan kehidupan. Sejarawan sosial Philipe Aries dalam Centuries of Childhood antara abad 15 sampai 18, anak-anak di Eropa masih dianggap sebagai miniatur orang dewasa. Baru kemudian disadari bahwa anak-anak memiliki hal-hal khusus dan setiap masyarakat memiliki konsep serta tanggung jawabnya yang membedakan anak-anak dari orang dewasa untuk menjamin pemeliharaan fisik dan sosialisasi bagi manusia yang secara biologis belum matang.
 
Kesempatan lain ST. Sularto mengatakan, bahwa 
“Konsep modern mengenai masa kanak-kanak merupakan tahapan berjarak dari siklus kehidupan manusia yang dikristalisasi dalam konsep pemikiran Barat pada abad ke-19, yang ditandai dengan elaborasi ruang konseptual. Konsep-konsep ini pada dasarnya. Kata “anak” diartikan sebagai manusia yang kecil (keadaannya) dan kata “kecil” diartikan karena keadaannya sehingga jangan ditafsirkan kepada ukuran fisik tetapi juga non fisik, yaitu umur dan pemikiran mendeskripsikan masa kanak-kanak sebagai suatu proses “menjadi”; sebagai tabula rasa; sebagai pondasi dalam pembentukan manusia, sesuatu yang menuntut tanggungjawab, sesuatu yang mentah, tidak berpengalaman, yang sebenarnya semua itu dibentuk dari pemahaman orang dewasa terhadap anak-anak dan masa kanak-kanak.

Melihat batasan-batasan usia terhadap siapa yang dapat disebut sebagai seorang anak dalam hukum yang tertulis seperti dikemukakan di atas ternyata tidak ada keseragaman. Masing-masing peraturan mempunyai batasan usia tersendiri, namun tidak tertutup kemungkinan adanya kesamaan antara peraturan yang satu dengan yang lain. Semua peraturan yang ada mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan sepenuhnya kepada anak.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Anak

Berbicara mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tentunya ini terkait dengan batas usia minimal seorang anak untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Penting sekali diatur mengenai batas usia minimum bagi anak dalam perlindungan anak di bidang hukum pidana. Artinya kapan seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. United Nation Departemen of Public Information mengatakan bahwa :

“Usia minimum pertanggungjawaban kriminal berbeda secara luas oleh karena sejarah dan budaya. Pendekatan modern akan mempertimbangkan apakah seorang anak dapat berbuat sesuai dengan komponen-komponen moral dan psikologis dari pertanggungjawaban criminal, artinya apakah seorang anak berdasarkan atas kejernihan pikiran dan pemahaman individu dapat dianggap bertanggungjawab jawab atas perilaku yang pada dasarnya anti sosial. Usia pertanggungjawaban kriminal ditetapkan terlalu rendah atau jika tidak ada batas usia yang lebih rendah sama sekali, pengertian tanggungjawab tidak akan memiliki arti. Pada umumnya terdapat suatu hubungan yang dekat antara pengertian tanggungjawab terhadap perilaku kriminalitas atau yang melanggar hukum pidana dengan hak-hak serta tanggungjawab sosial lainnya.
 

Beijing Rules tidak menyebutkan secara pasti tentang kapan seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pengaturan mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana seorang anak pelaku tindak pidana diatur dalam Rule 4.1 : in those legal systems recognising the concept of the age of criminal responsibility for juveniles , the beginning og the age shall not be fixed at too low an age level, bearing in mind the facta of emotional, mental and intelectual maturi. (dalam sistem hukum yang mengakui konsep batas usia pertanggungjawaban pidana untuk anak pelaku tindak pidana, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah, dengan menyangkut faktor kematangan emosional anak, mental dan intelektualitas anak.
 
Beijing Rules ini memberikan kebebasan bagi tiap-tiap negara untuk menentukan sendiri mengenai batas usia pertanggungjawaban seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan, namun harus melihat kenyataan emosional dari anak, mental dan pikirannya tersebut. Commentary rule 2.2 Beijing Rules ini disebutkan bahwa batas usia anak adalah usia 7 sampai 18 tahun, artinya mulai usia 7 tahun seorang anak itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya namun tidak lebih dari 18 tahun. Batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah mulai 8 tahun sampai dengan 18 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1, yang mengatur mengenai batas usia minimum bagi anak pelaku tindak pidana adalah 8 tahun. 
Batas usia minimum ini menunjukkan bahwa mulai kapan seorang anak pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Usia 18 tahun menunjukkan batas usia maksimumnya, artinya perkara anak tersebut akan disidangkan pada Pengadilan anak atau Pengadilan dewasa. Peraturan PBB lainnya yaitu United Nations Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty disebutkan bahwa : a juvenile is every person under the age of 18. The age limit below which it should not be permitted to deprive a child of his or her liberty should be determined by law; (Seorang anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Batas usia di bawah mana tidak diijinkan untuk menghilangkan kebebasan seorang anak harus ditentukan oleh Undang-Undang).
 Jadi terhadap seorang anak yang umurnya kurang dari 18 tahun sebetulnya tidak dapat dijatuhi hukuman pidana perampasan kemerdekaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dalam Pasal 45 dikatakan bahwa :

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum berumur enam belas tahun, maka Hakim dapat menentukan: Memerintahkan yang bersalah supaya dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa dijatuhi pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana”.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diatur tentang batasan umur seorang anak pelaku tindak pidana mulai dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Mengenai kepastian tentang hal ini tidak disebutkan dalam Pasal 45 tersebut. Semuanya diserahkan kepada keyakinan Hakim. Terkait dengan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menurut pendapat SR. Sianturi : bahwa sistem pertanggungjawaban pidana anak yang dianut oleh KUHP (yang berlaku sekarang ini) adalah sistem pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa semua anak (berusia 1 tahun sampai dengan 16 tahun), anak yang jiwanya sehat, dianggap mampu bertanggungjawab dan dituntut.
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai batas usia anak, akan tetapi dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada Hakim untuk melarang "anak yang belum mencapai usia 17 tahun" untuk menghadiri sidang. Pasal 171 a menentukan bahwa anak yang belum berusia 15 tahun dan belum pernah kawin dapat memberi keterangan tanpa sumpah. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur juga mengenai batas usia pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana yaitu, pada Pasal 113 disebutkan bahwa :

1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak  pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana. Penentuan batas usia 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual dan mental anak. Seorang anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penyelesaian kasusnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan lainnya. ini Adanya batasan umur 12 -18 tahun bagi pelaku tindak pidana anak ini, memberi konsekuensi bahwa untuk seorang anak pelaku tindak pidana yang berumur kurang dari 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memberikan kemajuan tersendiri dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, yaitu dengan tidak menetapkan batas usia yang terlalu rendah bagi anak pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut konsep KUHP, yang menjadi subjek hukum adalah anak yang berumur 12 tahun sampai 18 tahun, yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Menurut Rupert Cross, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur kurang dari i4 tahun; seorang remaja adalah setiap orang yang berumur 14 tahun tetapi belum mencapai umur 17 tahun (a child is any person under the age of fourteen years; a young person is any person who has attained the age of fourteen years but has not attained the age of seventeen years).

Paulus Hadisuprapto mengemukakan, Beberapa Negara di Dunia Batasan usia terhadap seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya tersebut tidak ada keseragaman, seperti contoh : Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8 – 18 tahun, sementara 6 negara bagian menentukan batas umur antara 8 – 17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun. Sementara itu, Inggris menentukan batas umur antara 12 – 16 tahun. Sebagian besar negara bagian Australia menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun. Negeri Belanda menentukan batas umur antara 12 – 18 tahun. Negara-negara Asia, antara lain Srilanka menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun; Iran menentukan batas umur antara 6 – 18 athun; Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14 – 20 tahun; Taiwan menentukan batas umur antara 14 – 18 tahun; Kamboja menentukan batas umur antara 15 – 18 tahun. Negara-negara ASEAN, antara lain Philipina menentukan batas umur antara 7 – 16 tahun; Malaysia menentukan batas umur antara 7 – 18 tahun; Singapura menentukan batas umur antara 7 – 16 tahun.
 Task Force on Juvenile Delinquency Prevention menentukan batas usia penentuan seorang anak sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas antara 16 – 18 tahun.

Batas usia pertanggungjawabkan pidana bagi anak pelaku tindak pidana ini memang tidak ada keseragaman. Hal ini tergantung dari masing-masing Negara dalam melihat kematangan mental, intelektual dan emosional seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun semuanya sudah mengacu dan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh The Beijing Rules, bahwa batasan usia seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya diserahkan kepada masing-masing negara dengan mempertimbangkan keadaan emosional, mental dan pikirannya. Begitu juga dengan peraturan di Indonesia yaitu adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah mengacu pada The Beijing Rules dalam menentukan batasan usia seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan, walaupun masih ada kekurangannya.

3. Pengertian Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Istilah yang sering dipergunakan untuk menyebut anak sebagai pelaku tindak pidana adalah juvenile delinquency. Istilah yang sering terdengar dan lazim dipergunakan dalam media massa adalah kenakalan remaja atau sering juga digunakan istilah kejahatan anak.
 Secara etimologis, juvenile delinquency berarti kejahatan anak. Istilah kejahatan anak dirasakan memiliki makna yang sangat tajam dan memiliki konotasi negatif secara kejiwaan terhadap anak. Untuk itu lebih baik dipilih istilah Indonesia yang lebih mengarah pada makna yang terkandung dalam istilah juvenile delinquency, yaitu perilaku delikuensi anak.

Istilah
kenakalan anak/remaja di Amerika dikenal dengan kata“juvenile delinquent. Mengenai masalah ini Lembaga Pengadilan Amerika merumuskannya sebagai berikut : "juvenile deliquent is most jurisdiction is technically speaking a child or young person (in most state under 16, 17, 18; in two state under 21) who has committed an offense for which he may referred to juvenile court authorities".
 Berdasarkan pengertian tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa anak yang berusia di bawah 21 tahun termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan anak. Kata "deliquency" sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu "deliquere" yang artinya "mengingkari", dalam arti luas dapat diinterpretasikan sebagai pengingkaran atau penyimpangan terhadap pola tingkah laku yang telah diterima di suatu masyarakat.
 Deliquency merupakan hasil perbuatan dari deliquent. Istilah kenakalan (delinquent) adalah istilah suatu istilah kriminologi yang menyangkut persoalan-persoalan hukum. Istilah Juvenile Deliquent di Indonesia diartikan sebagai kenakalan anak/remaja, yaitu sebagai pengkondisian tingkah laku kriminal sebagai akibat pengaruh sosial dan kultural yang mengelilinginya, hal ini menunjukkan tidak adanya kesesuaian tingkah laku anak terhadap norma-norma yang ada. Batasan pengertian juvenile delinquency disatu pihak diartikan hanya perbuatan yang bersifat jahat yang dilakukan oleh kalangan remaja, sedangkan dilain pihak meliputi pengertian terhadap perbuatan yang bersifat kenakalan (non kriminil) dan perbuatan yang bersifat jahat (kriminil) yang dilakukan oleh kalangan remaja.
 
Berdasarkan perspektif sosiologis, menurut Bynum dan Thomson kenakalan anak sebenarnya dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu: 

a. Definisi Hukum yang menekankan pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma yang diklasifikasi secara hukum sebagai kenakalan anak;
b. Definisi Peranan, dalam hal ini penekanannya adalah pada si pelaku, anak yang peranannya diidentifikasikan sebagai kenakalan;
c. Definisi Masyarakat, bahwa perilaku kenakalan anak adalah ditentukan oleh para anggota kelompok atau masyarakat.

Ketiga kategori definisi di atas adalah mencerminkan perbedaan pendekatan terhadap kenakalan anak. Ketiganya tidaklah disusun secara lengkap dan tuntas (mutually exlusive). Ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perbedaannya, terutama terletak pada penekanan; dan mengingat masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan, maka ketiga definisi tersebut harus diperlakukan sebagai tiga dimensi pengertian yang terdapat dalam konsep pengertian anak. Hal ini penting jika ingin dicapai suatu definisi yang lengkap mengenai gejala sosial yang komplek ini. Konsep kenakalan anak adalah merujuk kepada sejumlah tindakan anak yang tidak sah secara hukum, yang menempatkan anak dalam peranan nakal, serta yang dipandang masyarakat sebagai penyimpangan.

Menurut  Soedarto,  yang  dimaksud  dengan  anak  nakal ialah:

a. Yang melakukan tindak pidana;
b. Yang tiak dapat diatur dan tidak taat pada orang tua/wali/pengasuh;
c. Yang sering meninggalkan rumah, tanpa ijin/pengetahuan orang tua/wali/pengasuh;
d. Yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu;
e. Yang kerapkali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak;
f. Yang sering mempergunakan kata-kata yang kotor;
g. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani, dan jasmani anak itu.

Pemahaman dan pendekatan secara manusiawi sangat dibutuhkan oleh anak, dengan pertimbangan:

a. Didasarkan atas pandangan hidup dan falsafah hidup kemanusiaan atau humaniter terhadap pribadi anak-anak dan remaja;

b. Kebutuhan akan perawatan dan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja yang nakal, bermasalah dan menjadi masalah sosial, disebabkan oleh ketidakdewasaan mereka;

c. Untuk menggolongkan anak-anak dan remaja delikuen tersebut ke dalam satu kategori yang berbeda dengan kategori kriminalitas orang dewasa;

d. Untuk menerapkan prosedur-prosedur peradilan, penghukuman, penyembuhan, dan rehabilitasi khusus, terutama sekali untuk   menghindarkan anak-anak dari pengalaman traumatis yang tidak perlu, serta melindungi mereka dari tindakan-tindakan manipulatif oleh orang-orang dewasa;

e. Adanya tugas parent patriae sebagai orang tua dan bapak oleh orang dewasa dan masyarakat, khususnya oleh negara untuk ikut bertanggungjawab memikul beban memelihara dan melindungi anak-anak dan remaja yang terhalang proses perkembangan mental, dan cacat secara sosial.
 

Bertentangan dengan norma yang diklasifikasi secara hukum sebagai kenakalan anak. Kriminalitas  atau  kejahatan  bukan  merupakan  peristiwa  herediter (bawaan sejak lahir, warisan).
 

Dapat dinyatakan olehW.A. Bonger bahwa tingkah laku kriminil dari orang tua atau salah satu anggota keluarga itu memberikan pengaruh yang menular dan infeksius pada lingkungannya.
 Comparative Survey on Juvenile Delinquency yang diselenggarakan oleh PBB tahun 1953, merumuskan generally speaking a juvenile offender is a any young person male or female, below specified age, who has commited an offence, but is accorded special treatment of a nature defined by law. Rumusan ini memberikan penekanan pada “young person” dan “special treatment”, artinya perbuatan itu dilakukan oleh orang muda laki-laki atau Bandingkan dengan pendapat Lombroso yang berpendapat bahwa "anak sebagai penjahat sejak lahirnya" bahwa benih-benih dari penyakit tak bermoral dan sifat jahal bukanlah merupakan suatu pengecualian, akan telapi secara umum telah nampak pada tahun-tahun pertama kehidupan manusia, seperti halnya orang menemukan secara teratur pada embrio bentuk-bentuk yang tertentu, yang pada orang dewasa akan dianggap sebagai cacat, begitulah anak sebagai seorang manusia yang tak ada perasaan moral, adalah apa yang oleh ahli-ahli penyakit jiwa dinamakan menderita penyakit tak bermoral, tapi oleh kita dinamakan "penjahat sejak lahirnya". Kriminalitas itu pada umumnya merupakan kegagalan dari sistem pengontrol diri terhadap aksi aksi instinktif, juga menampilkan ketidakmampuan seseorang mengendalikan emosi-emosi primitif untuk disalurkan pada perbuatan yang bermanfaat, perempuan dan mereka diberikan perlakuan khusus sesuai hukum yang berlaku.

Resolusi PBB No. 40/33 tentang United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) Rule 2.2 membedakan mengenai istilah a juvenile, an offence dan a juvenile offender. A juvenile is a child or a young person who, under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult (anak nakal adalah seorang anak atau orang muda, yang menurut sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing, dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan orang dewasa) . An offence is any behavior (act or omission) that is punishable by law under respective legal system (Suatu pelanggaran hukum adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem hukum masing-masing). A juvenile offender is a child or young person who is a allegedto have committed or who has been found to have committed an offence (Seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan telah melakukan suatu pelanggaran hukum). 
Task Force an Juvenile Delinquency dari The President’s Commission on Law Enforcement and Administration of Justice tahun 1967 merumuskan delinquency comprises of children alleged to have committed an offence that, if committed by an adult would be a crime. It also comprises cases of children alleged to have violated specific ordinance or regulary laws that apply only to children. Rumusan ini lebih bersifat menyeluruh dan tampaknya penekanan pada ”Anak” dan “Perbuatan”-nya termasuk kejahatan bila dilakukan oleh orang dewasa dan perbuatan anak yang melanggar ketentuan perundang-undangan khusus untuk anak.

B. Tinjauan Umum tentang Pidana Penjara

Istilah hukuman merupakan istilah yang umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah, karena istilah ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. “Pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya yang khas. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Tujuan pidana penjara adalah disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, jadi dengan singkat dapat dikatakan tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.
 Tidak hanya  masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah melakukan perbuatan jahat.

Hal ini sesuai dengan 10 (sepuluh) prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan oleh Sahardjo, yaitu :

a. Pengayoman;
b. Bukan tindakan balas dendam;
c. Pembimbingan dan bukan tindakan penyiksaan;
d. Tidak membuat narapidana menjadi lebih buruk;
e. Didekatkan kepada masyarakat;
f. Narapidana dipekerjakan, bukan sekedar isi waktu;
g. Pembimbingan berdasarkan Pancasila;
h. Harus diperlakukan sebagai manusia;
i. Pidana hanya berupa hilang kemerdekaan;
j. Supaya didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang lebih baik atau manusiawi.

Saharjo telah membawa perubahan  dalam  dari  sistem  kepenjaraan  menjadi  sistem pemasyarakatan. Ada perbedaan pokok dalam kedua sistem tersebut yaitu:

a. Dalam sistem kepenjaraan bersifat liberalisme-individualisme, narapidana dianggap sebagai obyek, narapidana tidak diperkenalkan pada masyarakat, di dalam memperbaiki narapidana lebih banyak mempergunakan kekerasan/unsur penjeraan dalam peanjara dan mengakui narapidana sebagai manusia yang sudah tidak ada gunanya lagi.
b. Dalam sistem Pemasyarakatan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, narapidana disamping sebagai objek juga merupakan subjek, tidak terlepas dari masyarakat, di dalam memperbaiki narapidana lebih banyak mempergunakan kekuatan atau unsur yang ada dalam masyarakat dan mengakui narapidana sebagai manusia yang harus dikembalikan martabatnya sebagai manusia.

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan ini, Soedarto memberikan rumusan yaitu :

a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, Masyarakat dan penduduk;

b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan tindak pidana.

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo mengemukakan, bahwa : “Pidana penjara merupakan salah jenis pidana pokok yang berujud pengurangan ataupun perampasan kemerdekaan seseorang. Dikatakan perampasan kemerdekaan seseorang oleh negara melalui putusan Pengadilan itu karena pada umumnya pelaksanaan pidana penjara membatasi kebebasannya untuk dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan, atau walaupun kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu dijalankan juga di luar gedung Lembaga Pemasyarakatan, tetapi kebebasannya masih berada dalam pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan”.
 Andi Hamzah berpendapat, bahwa pidana Penjara adalah bentuk pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama da umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (hukum adat). 

Pidana Penjara adalah bentuk pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Tujuan dari pidana penjara ini semata-mata tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan, dengan memberikan penderitaan kepada terpidana dengan dirampas atau dihilangkan kemerdekaan bergeraknya. Mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali ke masyarakat. Usaha pengembangan hukum pidana dan pemidanaan secara universal sudah dimulai sejak akhir abad 18 yang karena berbagai hambatan diupayakan tahapan pola pemikian tentang alternatif pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap pidana.
 Pelaksanaan pidana penjara telah banyak dikemukakan berbagai dampak negatif, oleh karena itu perlu diadakan modifikasi bentuk, batasan waktu pidana, tempat penyelanggaraan pidana dan stelsel pengaturan/penerapan pidana. Pemikiran baru untuk menghidari dampak negatif terhadap pidana penjara telah dikembangkan dengan teori tujuan pemidanaan yang intergratif berdasarkan kemanusiaan dalam sistem Pancasila. Sejalan dengan pernyataan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat jenis-jenis pidana yaitu (Pasal 10):
Pidana Pokok

a. Pidana Mati;

b. Pidana Penjara;

c. Pidana Kurungan;

d. Pidana Denda;

e. Pidana Tutupan.

Pidana Tambahan :

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

b. Perampasan Barang-barang tertentu;

c. Pengumuman Putusan Hakim.

Sebelum ada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka peraturan yang dipergunakan adalah yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 45, 46 dan 47. Hukuman yang dijatuhkan sama dengan hukuman orang dewasa hanya dikurangi sepertiganya dengan pengecualian hukuman mati.

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak pelaku tindak pidana, jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah:

Pidana Pokok :

a. Pidana Penjara;

b. Pidana Kurungan;

c. Pidana Denda;

d. Pidana Pengawasan.

Sedangkan pidana tambahan yang dapat dikenakan pada anak pelaku tindak pidana adalah :

a. Perampasan barang-barang tertentu;

b. Pembayaran ganti rugi.

Selain pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dikenakan pada anak pelaku tindak pidana, maka terdapat tindakan yang dapat dijatuhkan adalah:
a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh
b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;
c. Menyerahkan  kepada  Departemen  sosial  atau  organisasi  sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pidana perampasan kemerdekaan yang berupa pidana penjara ini dapat dijatuhkan kepada anak nakal lamanya adalah 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan anak nakal tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah paling lama 10 tahun.

Usia anak pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup belum mencapai usia 12 tahun maka terhadap anak nakal tersebut dikenakan tindakan untuk diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Terhadap perbuatan yang tidak diancam dengan pidana mati atau seumur hidup sedangkan anak belum berusia 12 tahun, maka terhadapnya dapat dikenakan salah satu tindakan yang tersebut dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Penjatuhan pidana pada anak-anak menurut Jonkers, bahwa titik beratnya bukan pada pembalasan atau kehendak penguasa untuk memberi nestapa, tetapi adanya keinginan untuk memberikan kesempatan yang baik pada anak yang berbakat sebagai penjahat, untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna, apabila ditempatkan di luar lingkungan yang jahat atau tidak mengenal tata tertib.

C. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
1. Pengertian dan Penjelasan Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum
. 

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The juvenile system, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak
.  Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam Thejuvenile system, pertama : polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebesakan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman
.

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu menguraiakan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan
:
“Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme adminstrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik adminstrai dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung impilikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efeisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasanya”. 

Menurut Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengenadalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan
. Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekusaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu di impimentasikan dalam 4 (empat) sub-sietem kekusaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana
.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahtraan anak dan kepentingan anak
. Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahtraan anak. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimingan setelah menjalani pidana. 

Soerjono Soekanto memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional
. Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakann agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya
. 

 Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu
:
a. Status Offender adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah. 

b. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. 

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tujuan untuk
: 

a. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana 

b. Pemberantasan kejahatan 

c. Untuk mencapai kesejahteraan sosial. 

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialiasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah
: 

a. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.

b. Menegakkan dan memajukan the rule of law dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya due process of law dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan  terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan. 
c. Menjaga hukum dan ketertiban. 
d. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut. 
e. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan. 

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sisitem peradilan pidana anak yang dianaut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu
: 

a. Paradigma Pembinaan Individual 
Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigm pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positifis untuk mengkoreksi masalah. Kondisi delikuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapitik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapitik.

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari Pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan self control, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigama pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak. 

b. Paradigma Retributif 
Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujaun penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda dan fee. untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penyekapan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan. 
c. Paradigma Restoratif 

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatanya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung kepada korban atau denda restorative.

Pada penjatuhan sanksi mengikutsertkan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalanm semua tahapan proses dan akan membantu dlam penentuan sanksi bagi pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku, penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi. 

Fokus utama dalam peradilan restorative untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif bersifat preventif dan proaktif.
2. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. 

Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang SPPA
:

a. Definisi Anak di Bawah Umur 
Undang-Undang SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori : 

1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)

2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA) 

3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi)(Pasal 1 angka 5 UU SPPA) 

Sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana. 

b. Penjatuhan Sanksi 
Menurut Undang-Undang SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. 

1) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA): 
a) Pengembalian kepada orang tua/Wali 

b) Penyerahan kepada seseorang 

c) Perawatan di rumah sakit jiwa 

d) Perawatan di LPKS 

e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta 

f) Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau 

g) Perbaikan akibat tindak pidana. 

2) Sanksi Pidana 

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA): 

a) Pidana Pokok terdiri atas: 
(1) Pengembalian kepada orang tua/Wali 

(2) Penyerahan kepada seseorang 

(3) Perawatan di rumah sakit jiwa 

(4) Perawatan di LPKS 

(5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta 

(6) Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau 

(7) Perbaikan akibat tindak pidana. 

b) Pidana Tambahan terdiri dari
(1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

(2) Pemenuhan kewajiban adat. 

Undang-Undang SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk : 
1) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau 
2) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
c. Penahanan
Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 

d. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban 
Undang-Undang SPPA memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya [Pasal 58 ayat (3) UU SPPA]. 
e. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
Undang-Undang SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. 

Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA). Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 Ayat (3)UU SPPA). 

f. Lembaga Pemasyarakatan 
Dalam Pasal 86 ayat (1) UU SPPA, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 UU Pengadilan Anak. 

Walaupun demikian, baik UU SPPA dan UU Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) UU Pengadilan Anak).
3. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Anak
Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang SPPA yaitu
 : 

a. Perlindungan 
Meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/ atau psikis. 

b. Keadilan 
Setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. 

c. Nondiskriminasi 
Tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisisk dan atau/ mental. 
d. Kepentingan Terbaik bagi Anak 
Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
e. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak 
Penghormatan atas hak anak untuk berpartisispasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak. 

f. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak 
Hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. 

g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak 
Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, prfesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

h. Proporsional 
Segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak. 
i. Perampasan Kemerdekaan dan Peminadaan Sebagai Upaya Terakhir 
Pada dasarnya anak tidak dapat diramapas kemerdekaanya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. 
j. Pengindaran Pembalasan 

Prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.
D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum
1. Pengertian Penegakan Hukum

 Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang
.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. 

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut : 

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali. 

b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual. 

c. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat
. 

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula
. 

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dIbidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. 

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut; 

b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut
.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.
2. Sistem Peradilan Pidana
Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, meneyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya
.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum
. 

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua dalam suasana kriminologi disebut crime control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif, maupun kuratif. Dengan demikian akan Nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. 

Penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan criminal, yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada sewaktu-waktu dan untuk masa-masa yang akan datang
.

E. Tinjauan Umum tentang Efektifitas
Secara etimologi efektifitas berasal dari bahasa inggris effective yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Sedangkan secara terminology efektifitas telah banyak didefinisikan oleh para ahli diantaranya : 

1. Menurut pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

2. Georgopolous dan Tannembaum : “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan mesalah sasaran maupun tujuan.”

3. Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas menyatakan “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

4. Efektifitas dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya yang langka dan berharga secara sepandai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan operasionalnya
.
Dari beberapa defenisi diatas bisa disimpulkan bahwa efektifitas berorientasi pada proses dan tercapainya tujuan program. Suatu tujuan tidak akan bisa terlepas dari sebuah proses, karena proses merupakan jalan yang harus dilalui untuk sampai ke suatu tempat. Oleh karena itu tercapainya suatu tujuan sangat tergantung dengan proses yang dilakukan. 

Untuk mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas memilik berbagai sudut pandang. Hal ini tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Misal, untuk sebuah perusahaan efektifitas bisa berarti merupakan laba yang diperoleh sedangkan menurut pengamat sosial berarti kesejahteraan pekerjanya. 

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis yakni
: 

1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. 

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. 

Sedangkan munurut Richard M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut
: 

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. 

2. Integrasi 

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 
3. Adaptasi 

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pidana Penjara Jangka Pendek bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan
1. Implementasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak berdasarkan Instrumen Hukum Internasional
Perhatian masyarakat untuk selalu memberikan perlindungan kepada anak ternyata tidak hanya menjadi tanggungjawab suatu negara saja, namun sudah menjadi isu dunia internasional untuk selalu memberikan perlindungan kepada anak. Pemberian perlindungan kepada anak ini meliputi segala aspek, tidak hanya pemenuhan hak-hak anak saja, namun juga kepada anak yang mengalami masalah. Terhadap anak yang terpaksa dan berkonflik dengan hukum ini perlu perhatian yang lebih khusus. Untuk itu masyarakat internasionalpun memberikan perhatian yang serius terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan dibuatnya beberapa aturan pokok untuk memberikan perlindungan kepada anak yang terpaksa berkonflik dengan huk-um. Beberapa instrumen internasional tersebut adalah:

a. International Covenant on Civil and Political Rights.
Peraturan ini merupakan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik disahkan tanggal 16 Desember 1966 sebagai Resolusi PBB 2200 A (XXI). Hal yang penting disini adalah bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun boleh dekenakan penahanan dan penawanan secara gegabah. Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penawanan berhak mengadakan tuntutan di muka Pengadilan, harus diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati harkat yang melekat pada insan manusia, diperiksa tanpa penundaan, memperoleh hukum, menyuruh memeriksa saksi yang memberatkannya dan menerima kehadiran dan pemeriksaan saksi yang menguntungkan, tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah. 
Orang-orang yang tertuduh harus dibedakan dari orang-orang yang terhukum. Tertuduh yang belum dewasa harus dipisahkan dari tertuduh yang dewasa dan secepatnya dihadirkan untuk diadili. Pelanggar hukum yang belum dewasa harus dipisahkan dari yang sudah dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usia dan status hukum mereka, serta perlunya diutamakan rehabilitasi. Orang yang telah dihukum berhak meninjau kembali keputusan atas dirinya dan hukumannya, dan jika ada kesalahan maka mempunyai hak ganti rugi yang dapat dipaksakan.

b. Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice
Peraturan ini lebih dikenal dengan nama "Beijing Rules". Beijing Rules ini disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985 yang terdiri dari 6 bagian dan 30 pasal. Masing-masing bagian ini menjelaskan mengenai prinsip-prinsip umum; penyidikan dan penuntutan; ajudikasi dan disposisi; pembinaan di dalam luar lembaga; pembinaan di dalam lembaga; serta riset, perencanaan, perumusan kebijakan dan evaluasi. Hal yang menjadi landasan dalam peraturan ini adalah bahwa perspektif perspektif dasar secara garis besar merujuk kepada kebijakan sosial yang menyeluruh dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anak semaksimal mungkin, yang akan memperkecil keperluan intervensi oleh system peradilan pidana bagi anak. Sebaliknya akan mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh suatu intervensi. 
Langkah-langkah perlindungan ini akan diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana pada saat awal terjadinya tindak pidana. Untuk itu maka yang dimaksud dengan anak pelaku tindak pidana dalam peraturan ini adalah seorang manusia muda yang menurut sistem hukum masing-masing apabila melakukan suatu pelanggaran hukum akan diperlakukan dengan cara yang berbeda dengan orang dewasa. Pelanggaran hukum adalah suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh hukum menurut system hukum masing-masing. Pelaku tindak pidana adalah seorang manusia muda yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Konsep diversi terdapat dalam Rule 11 dan diperbolehkan dalam peraturan ini, yaitu Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara anak akan diberi kekuasaan untuk menghentikan perkara perkara tersebut menurut kebijaksanaan mereka.  Hal ini juga dipertegas kembali dalam Rule 17.4 yaitu pihak berwenang secara hukum akan memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan setiap. Dalam Rule 17.1 disebutkan mengenai pedoman pemidanaan bagi Hakim yaitu:
1) Reaksi yang diambil harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan.
2) Pembatasan atas kebebasan pribadi hanya dapat dikenakan setelah dipertimbangkan dengan seksama dan akan dibatasi pada kemungkinan terkecil;
3) Kehilangan kebebasan pribadi tidak dapat dikenakan kecuali terhadap anak pelaku tindak pidana yang berat dan tidak ada upaya lain. Kesejahteraan anak ini akan menjadi faktor penentu dalam mempertimbangkan perkaranya. Penjatuhan pidana penjara oleh Hakim dalam rule 19 dikatakan bahwa penempatan seorang anak pada suatu lembaga pemasyarakatan akan senantiasa merupakan keputusan dari pilihan terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin

. 
Peraturan ini sebetulnya bertujuan membatasi penempatan pada lembaga pemasyarakatan, dan ini mencerminkan salah satu prinsip dari Konggres PBB yang keenam bahwa seorang pelanggar hukum yang berusia anak sebaiknya tidak dikurung kecuali tidak terdapat cara lain yang memadai.

c. United Nations Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty
Prinsip   ini   dikenal   dengan   nama   peraturan-peraturan   bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya. Disahkan melalui Resolusi PBB Np. 45/113 tanggal 14 Desember 1990. Peraturan ini dimaksudkan untuk menetapkan standar-standar minimum yang dapat diterima bagi perlindungan bagi anak yang kehilangan kebebasannya dalam segala bentuk, yang konsisten dengan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar dan dengan maksud meniadakan pengaruh-pengaruh merugikan dari semua jenis perampasan kemerdekaan. Perspektif dasar yang disepakati adalah bahwa sistem peardilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental anak-anak. Hukuman penjara harus digunakan hanya sebagai upaya akhir. 

Masa yang sesingkat mungkin serta dibatasi pada kasus-kasus yang luar biasa. Jangka waktu sanksi harus ditentukan oleh Hakim yang berwenang tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasannya yang lebih awal. Peraturan-peraturan ini dimaksudkan untuk menetapkan standar-standar minimum yang dapat diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi perlindungan anak-anak yang kehilangan kebebasannya dalam segala bentuk, yang konsisten dengan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan dengan maksud meniadakan pengaruh-pengaruh merugikan dari semua jenis pemidanaan dan untuk membina pengintegrasian dalam masyarakat. Pelaksanaan peraturan ini harus diterapkan secara tidak berat sebelah, tanpa diskriminasi apapun berkaitan dengan ras, warna kulit, kelamin, usia, bahasa, agama, kebangsaan dan sebagainya. 
Definisi yang penting yang dipergunakan disini adalah yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Batas usia di bawah 18 tahun tidak diijinkan untuk menghilangkan kebebasan seorang anak harus ditentukan oleh Undang-Undang. Menghilangkan kebebasan (deprived of liberty) diartikan sebagai bentuk penahanan atau hukuman penjara apapun atau penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan, dimana orang tersebut tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah sepihak kehakiman administrasi atu pihak umum lainnya. Rule 66 disebutkan bahwa tindakan-tindakan dan prosedur-prosedur penghukuman apapun harus mempertahankan keamanan dan kehidupan masyarakat yang teratur dan harus konsisten dengan penghormatan martabat yang melekat pada anak itu dan dengan tujuan dasar pengasuhan pada fasilitas pemasyarakatan, yaitu menanamkan rasa keadilan harga diri dan penghormatan bagi hak-hak dasar setiap orang.

d. United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines)
Peraturan  ini  merupakan  pedoman  dari  PBB  dalam  rangka pencegahan tindak pidana oleh anak, yang merupakan Resolusi PBB No. 45/112 tahun 1990. Hal yang penting disini adalah bahwa pencegahan kejahatan pada umumnya dimasyarakat, penggunaan sarana perundang-undangan , aktivitas sosial yang bermanfaat, melakukan pendekatan yang manusiawi terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan dan memperhatikan kehidupan anak yang akan bermanfaat dalam mengembangkan sikap-sikap yang non kriminogen. Perlunya usaha untuk menjamin berlangsungnya perkembangan usia muda yang harmonis dan program pelayanan masyarakat untuk pencegahan kenakalan anak agar dikembangkan dan badan-badan pengawasan sosial yang resmi agar dipergunakan sebagai upaya akhir. Penegak hukum dan petugas lain yang relevan dari kedua jenis kelamin, harus dilatih agar tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan agar terbiasa dan menerapkan semaksimal mungkin program-program dan kemungkinan penunjukkan pengalihan anak dari sistem peradilan pidana.

e. United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)
The Tokyo Rules ini merupakan aturan dasar untuk tindakan-tindakan non custodial yang merupakan Resolusi PBB 45/110. Keberadaan The Tokyo Rules ini dilatarbelakangi oleh : 

1) Mengingat adanya UDHR,ICCPR dan instrumen internasional lainnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi orang yang melanggar hukum;

2) Mengingat adanya SMR for The Treatment of Prisoners
3) Mengingat Resolusi 8 Konggres PBB ke-6 mengenai alternatives to imprisonment;
4) Mengingat Resolusi 16 Konggres PBB ke-7 mengenai alternatives to imprisonment;
5) Perlunya pengembangan strategi lokal, nasional dan regional dan internasioanl di bidang pembinaan pelaku tindak pidana yang bersifat non-institusional;

6) Alternatif pidana penjara dapat menjadi sarana efektif untuk pembinaan pelaku tindak pidana dan keuntungan bagi masyarakat;

7) Pembatasan kemerdekaan hanya dapat dibenarkan dilihat dari sudut keamanan masyarakat (public safety), pencegahan kejahatan (crime prevention), pembalasan yang adil dan penangkalan (just retribution and deterence), dan tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah reintegrasi pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat (reintegration of offender into society).

8) Meningkatnya populasi penjara dan semakin padatnay penjara merupakan faktor yang menimbulkan kesulitan untuk diterapkannya SMR for The Treatment of Prisoners.
The Tokyo Rules ini terdiri dari Bagian Satu : Prinsip Umum yaitu berisi tujuan, ruang lingkup tindakan non-custosial, dan jaminan perlindungan hukum. Bagian Dua : Tindakan Non-Custodial Pada Tahapan Sebelum Proses Peradilan berisi disposisi sebelum persidangan, penghindaran penahanan pada tahapan sebelum peradilan. Bagian Tiga : Tindakan Non-Custodial pada tahap Peradilan dan Pemidanaan, berisi laporan penelitian kemasyarakatan dan keputusan pemidanaan. Bagian Empat : Tindakan Non-Custodial. Pada tahap setelah pemidanaan. Bagian Lima : Implementasi Tindakan Non-Custodial, berisi pengawasan, persyaratan, proses pembinaan, pendisiplinan dan pelanggaran terhadap persyaratan Non-custodial.  
Atas dasar uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengkodifikasi regulasi yang di atur dalam Hukum Internasional meskipun pengertian anak dalam Blak’s Law Dictionary
 bahwa diakuinya variasi umur yang berbeda di berbagai negara untuk penyebutan pertanggungjawaban pidana seorang anak. 

Tiap-tiap negara memberlakukan batas usia yang berbeda-beda, Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8 – 18 tahun, sementara 6 negara bagian menentukan batas umur antara 8 – 17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun. Sementara itu, Inggris menentukan batas umur antara 12 – 16 tahun. Sebagian besar negara bagian Australia menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun. Negeri Belanda menentukan batas umur antara 12 – 18 tahun. Negara-negara Asia, antara lain Srilanka menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun; Iran menentukan batas umur antara 6 – 18 tahun; Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14 – 20 tahun; Taiwan menentukan batas umur antara 14 – 18 tahun; Kamboja menentukan batas umur antara 15 – 18 tahun. Negara-negara ASEAN, antara lain Philipina menentukan batas umur antara 7 – 16 tahun; Malaysia menentukan batas umur antara 7 – 18 tahun; Singapura menentukan batas umur antara 7 – 16 tahun.
 Task Force on Juvenile Delinquency Prevention menentukan batas usia penentuan seorang anak sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas antara 16 – 18 tahun.
  

Banyaknya pertentangan mengenai pertanggungjawaban pidana anak mengakibatkan ketidakpastian aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Pembuat undang-undang di Indonesia pada dasarnya memberlakukan aturan untuk setiap warganegaranya, oleh karena itu khusus pertanggungjawaban anak di dalam hukum pidana memperoleh pengaturan khusus dalam prakteknya.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur bahwa Batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak adalah mulai 8 tahun sampai dengan 18 tahun, hal ini memberikan kepastian hukum mengenai anak yang dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Implementasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012
Kebijakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, tidak terlepas dari pada tujuan perlindungan dan pembinaan anak yang bersangkutan, yaitu lebih menitik beratkan pada tujuan sifatnya memperbaiki, merehabilitasi, pembinaan kesejahteraan pelaku anak tersebut.

Menitikberatkan pada perlindungan anak, bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.

Kebijakan penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal  menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak
.

Di dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.

Tujuan mensejahteraan anak dalam sistem peradilan pidana ini sudah ditekankan pada perundang-undangan baik secara internasional yaitu dalam The Beijing Rules, maupun telah diskomodir secara nasional dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan adanya kecenderungan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, maka dapat disinyalir bahwa penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak masih lebih menekankan pada aspek yuridis formal, dan belum menekankan pada tujuan untuk kepentingan dan melindungi anak. Banyaknya kasus anak yang diputus pidana penjara saat ini, menandakan hakim belum dapat mengefektikan sanksi tindakan terhadap anak
.

Menurut penulis, penegak hukum peradilan pidana anak saat ini masih dominan pada penekanan aspek yuridis (aspek melihat pertimbangan peraturan saja), sehingga aspek kepentingan perlindungan anak cenderung di abaikan. Oleh karena itu putusan pidana penjara atau kurungan bagi anak nakal selalu saja muncul. Dengan kondisi demikian maka perlu ada perubahan tentang cara-cara memandang bagi penegak hukum ketika ia mengadili atau menyelesaikan konflik di dalam perkara anak nakal. Cara pandang penegak hukum peradilan pidana anak masih didominasi dengan cara pandang yang menekankan bahwa “manusia itu untuk hukum”, bukan “hukum untuk manusia”.

Hukum untuk manusia artinya segala ketentuan hukum itu digunakan untuk meladeni kebutuhan manusia. Sehingga kebutuhan manusia itulah yang menjadi utama, bukan hukum yang utama. Hukum hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannnya. Maka kalau hukum itu tidak memenuhi kebutuhan utama, tentu dilakukan modifikasi, reformasi, penafsiran, terhadap hukum tersebut. Cara pandang yang disebut terakhir inilah yang disebut sebagai cara pandang penegakan hukum secara progresif. Diharapkan dengan penegakan hukum dengan pendekatan progresif dalam penegakan hukum dalam setiap tahapan–tahapan sistem peradilan pidana anak, penegak hukum akan menekankan atau tidak melupakan pada kepentingan perlindungan anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak (UU SPPA No.11 Tahun 2012 dalam bagian penjelasan).

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat (UU SPPA No.11 tahun 2012).

Indonesia adalah salah satu negara yang pernah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Dalam Pasal 4 KHA dinyatakan: Negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi. Selain itu dalam Pasal 6 KHA dinyatakan: Negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Satu dekde kemudian, tepatnya pada tahun 2001, Indonesia menyatakan komitmennya terhadap deklarasi Dunia Yang Layak Bagi Anak (A World Fit for Children). Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

Masa-masa perkembangan anak adalah masa emas sekaligus masa paling penting. Untuk mencapai puncak perkembangan yang optimal, terutama pada periode perkembangan anak.

Definisi dari pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah dan ukuran sel serta jaringan interselular, yang juga berarti bertambah pula ukuran fisik dan struktur tubuh sang anak. Sedangkan, perkembangan anak, yakni menggambarkan adanya kenaikan pada kematangan fungsi individu.

Pertumbuhan dan perkembangan anak sudah seharusnya diperhatikan dan dijaga dengan baik, karena dua hal tadi adalah indicator penting dalam mengukur status kesehatan anak, yang nantinya akan berpengaruh pula pada kualitas hidup anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Kurang lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian, penganiayaan bahkan pembunuhan (Anjar Anan, 2013). Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial sehingga pemenuhan terhadap hak akan terabaikan, anak dianggap sebagai penjahat yang patut untuk dirampas kemerdekaannya padahal anak adalah manusia yang patut untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan. Banyak anak bermasalah hukum yang melakukan kejahatan ringan kemudian dipenjara seperti kasus pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh seorang anak yang berinisial AAL di Palu kemudian diproses secara hukum dalam sidang diperadilan (Kompas.com, 6 Januari 2012) Dari kasus di atas, ini menunjukkan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang berkonflik dengan hukum dan dihadapkan pada mekanisme peradilan pidana anak. Tentu saja semua ini butuh perhatian yang serius dari semua pihak karena mengingat anak merupakan penerus generasi bangsa yang punya masa depan dan harapan untuk meneruskan estafet kepemimpinan bangsa ini.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 31 Juli 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Hal lain yang perlu diingat adalah anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar dirinya seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Oleh sebab itu, peran orang tua, lingkungan bermain dan pelayanan dasar anak seperti kesehatan serta pendidikan harus menjadi perhatian bersama.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam rangka melindungi kepentingan anak maka Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas : (UU SPPA No.11 tahun 2012)

1) perlindungan;
2) keadilan;
3) non diskriminasi;
4) kepentingan terbaik bagi anak;
5) penghargaan terhadap pendapat anak;
6) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7) pembinaan dan pembimbingan anak;
8) proporsional;
9) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
10) penghindaran pembalasan.

Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.
UU SPPA yang mulai berlaku pada 31 Juli 2014 memiliki berbagai konsekuensi bagi berbagai pihak hal yang paling menarik untuk disoroti adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk mengaluarkan setidaknya 6 (enam) materi Peraturan pemerintah (PP) dan 2 (dua) materi Peraturan Presiden (Perpres) sebagai Peraturan pelaksanaan UU SPPA yang harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU SPPA diberlakukan, atau tepat pada 30 Juli 2015, namun peraturan pelaksana itu belum juga disahkan.

Beberapa Implikasi dari tidak hadirnya peraturan pelaksana UU SPPA diantaranya adalah (Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 4 Juni 2014). Pertama, terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan suatu aturan. UU SPPA masih sangat umum menjelaskan terkait beberapa ketentuan, untuk itu diperlukan peraturan pelaksana untuk secara komprehensif menjelaskan suatu aturan dalam Undang-Undang misal dalam hal program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, tanpa peraturan pelaksana maka dapat dipastikan akan ada kekosongan pengaturan mengenai program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan bagi anak belum berumur 12 tahun, tidak ada satupun aturan di Indonesia baik Undang-Undang maupun turunannya yang mengatur mengenai hal ini. Kedua, tidak ada aturan yang mengikat aparat penegak hukum Secara keseluruhan. Dampak ini bisa dilihat dalam pengaturan Diversi misalnya dalam hal diversi sebelumnya MA telah mengeluarkan Perma Diversi, namun aturan teknis tersebut tentu saja hanya berlaku di lingkungan peradilan umum, menjadi permasalahan ketika terjadi standar berbeda antara Diversi yang ada di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tentunya. Ketiga, UU SPPA semakin lama bisa diterapkan. Tantangan terbesar dalam merubah suatu sistem tentu saja berhubungan dengan merubah kebiasaan dari pihak-pihak yang berada dalam sistem tersebut
.

SPPA merupakan sistem baru yang diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Absennya peraturan pelaksana untuk mengefektifkan UU SPPA tentu saja berdampak pada tertundanya pemberlakukan UU SPPA dengan efektif pula. Hasilnya, tentu saja terancamnya hak dan kepentingan anak yang dikandung dalam UU SPPA (Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 4 Juni 2014)
.

Dengan demikian upaya yang terus dilakukan dalam Implementasi UU SPPA ini harus didukung oleh berbagai pihak dalam rangka menjamin pelaksanaan proses hukum yang terbaik bagi anak karena anak merupakan generasi yang patut untuk dilindungi hak-haknya, bermanfaat bagi masyarakat dan penerus estafet kepemimpinan bangsa yang berakhlak dan bermoral serta untuk menghindarkan peradilan yang berstigma negatif terhadap anak.
3. Upaya Pemerintah dalam Melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut UU No. 11 Tahun 2012
Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak hak setiap anak wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (ultimum remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak.

Istilah kenakalan anak pertama kali menurut Wagiati Soetodjo ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial
.
Katini Kartono menjelaskan yang dimaksud dengan Juvenile Deliquency adalah  “Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang”
.
Secara filosofi anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang yang memiliki peran serta ciri-ciri khusus serta memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi) oleh sebab itu pidana sebagai ultimum remidium (upaya hukum yang terakhir) dalam perkara tindak pidana anak dengan tujuan perbaikan dan penurunan angka kejahatan pada anak yang berhadapan dengan hukum serta perlindungan yang terbaik bagi anak.

Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa terdapat formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (structure), substansi (substance) dan budaya (legal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel
.
Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.(UU SPPA No 11 Tahun 2012)

Konsep Restorative Justice adalah sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah
.

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.

Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui muyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan. Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul-betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan restorative justice serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi kedalam undang-undang perlindungan anak. Diversi bertujuan:

1) mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak
.

Diversi wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, meskipun konsekuensi “wajib” pada pengupayaan diversi juga menjadi kabur karena sanksi terhadap pengabaian ketentuan ini yang diatur pada pasal 96 sudah dinyatakan bertentangan denganUUD 1945dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.
Hal ini menjadi menjadi susbtasi pelaksanaan dari undang-undang yang dianggap mengikat, Pelaksanaan diversi seharunya sebagai pertanggungjawaban profesional terhadap kode etik jabatan dan etika dalam berkehidupan yang berkaitan dengan masalah anak, terkandung makna yang mendalam terhadap sanksi tersebut dalam rangka melindungi hak dan kepentingan yang terbaik bagi anak karena hukum dibuat bukan untuk kepentingan golongan namun untuk kesejahteraan setiap masyarakat.

Di luar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga LPKS dan LPKA yang baik dan profesional seperti yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan non formal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Jika proses diversi tidak berjalan maka proses peradilan berlangsung dan hakim menetapkan putusan maka LPKA akan berperan dalam proses ini yang didalamnya juga BAPAS sebagi peneltiti laporan kegiatan anak, namun sementara ini jika LPKA belum terbentuk maka akan ditempatkan di lapas anak dan dalam amanat UU ini dalam jangka waktu 3 tahun LPKA sudah terbentuk sampai seluruh Indonesia.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan : (UU SPPA No 11 Tahun 2012)

1) rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan
2) kategori tindak pidana;
3) umur anak;
4) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
5) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

1) pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
2) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
3) rehabilitasi medis dan psikososial;
4) penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
5) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
6) pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemertintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Dalam rangka menerapkan Integrited Criminal Juscite Sistem maka semua pihak yang terkait dalam proses penegakan hukum terhadap anak harus terlibat dalam pemenuhan jaminan hukum terhadap anak yaitu polisi, jaksa, hakim dan pelaksana dari putusan pengadilan harus saling bersatu padu dalam pelaksanaan menegakkan hukum dan keadilan yang terbaik bagi kepentingan anak. Dalam undang-undang SPPA seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesasikan masalah anak. Semisal bagaimana aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman terlibat aktif dalam menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana hingga menghasilkan putusan pidana
.

Di samping itu, dalam sumber daya manusia aparat penegak hukumnya khsusnya penyidik, penuntut umum serta hakim dituntut untuk memahami persoalan anak dengan mengikuti pendidikan pengadilan Anak demikian pula dengan advokat yang harus pula dituntut untuk mengetahui persoalan anak. Kemajuan lain dari undang-undang SPPA adalah penahanan sementara anak ditempatkan di LPAS dan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ditempatkan di LPKA. Penempatan lembaga LPAS dan LPKA dimaksudkan agar anak tidak bergabung dengan tahanan orang dewasa.
Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di Rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dipenjara maka harus ditempatkan di Lapas anak. Baik di Rutan maupun di Lapas, anak harus tetap bersekolah dan mendapatkan hak-hak asasinya sesuai dengan The Beijing Rules
 agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara. Model restorative justice
 juga berlandaskan dengan due process model bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangat menghormati hak hak hukum setiap tersangka seperti, hak untuk diduga dan diperlakukannnya sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proposional dengan pelanggaran yang telah dilakukan sehingga penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dapat terlindungi dengan baik.

Selain penegak hukum yang ada intansi terkait atau yang berperan dalam pemenuhan hak anak antara lain (UU SPPA No 11 tahun 2012)

1) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
2) Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
3) Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
4) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
5) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
6) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan pendekatan sistem, sehingga pihak-pihak yang terlibat harus melaksanakan amanat undang-undang secara profesional dan bermartabat agar tidak terjadi kecurangan baik itu korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat menggangu kinerja aparat penegak hukum misalnya dalam proses peradilan anak ini, BAPAS memiliki peran yang cukup besar oleh karena peran BAPAS dari proses penyidikan, penuntutan serta pengadilan harus hadir dalam proses Diversi. Disisi lain faktor penilaian subjektif BAPAS juga cukup berpangaruh pada putusan hakim, oleh karena sebelum hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mendengar dari pendapat BAPAS. 

Di samping peran yang demikian tidak menuntup kemungkinan muncul tindakan-tindakan yang negatif semisal (suap). Tindakan lain adalah adanya pemaksaan agar terjadi proses perdamaian dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan hasil pendekatan (suap) keluarga pelaku dengan pihak Kepolisan dan Kejaksaan.

Tentunya ketika undang-undang telah berjalan akan nampak masalah-masalah yang menjadi kelemahan dari Undang-undang SPPA yang harus dihindari oleh berbagai pihak sehingga implementasi pelaksanaan undang-undang ini sesuai tujuan pembentukan dan demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Peran pekerja sosial juga harus diberdayakan, termasuk pendampingan bagi anak yang baru menyelesaikan pembinaan di dalam lembaga, karena dalam UU SPPA tentang ketentuan pekerja sosial dari Keenterian Sosial yang bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari LPKA dan LPAS. Pekerja sosial juga bertugas membantu dan mengawasi anak yang berkonflik dengan hukum yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Kementerian Sosial dalam lembaga LPKS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja. Peran penegak hukum, Kementarian Hukum dan HAM serta peran Kementerian Sosial saling berkoordinasi dan jelas fungsi dan tugasnya dengan tepat sesuai amanat UU sehingga tidak ada lagi penelantaran terhadap anak.
B. Efektifitas pelaksanaan pidana penjara pendek bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak  Kutoarjo  merupakan Lembaga Pembinaan  dibawah  Wilayah  Departemen  Hukum  dan  HAM  Jawa Tengah.   Memiliki   fungsi   dan   tugas   untuk menampung,   merawat   dan membina  Anak  Didik  Pemasyarakatan  dari  seluruh  wilayah  Propinsi  Jawa Tengah dan DIY, disamping juga sebagai Rumah Tahanan Anak Purworejo. Letak  geografis  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  Kutoarjo  di  Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, tepatnya di Jalan P. Diponegoro No. 36 A. Mempunyai Luas Tanah:  6.843 m², Luas Bangunan:  1.289 m².
a. Sejarah Lembaga Pembinaan Anak Kelas IIA Kutoarjo 

Tahun   1880,   gedung   Lembaga   Pemasyarakatan   Anak   didirikan/ dibangun  oleh  Pemerintah  Belanda. Tahun  1917,  gedung  digunakan sebagai Rumah Tahanan Perang Tahun 1945, menjadi milik Pemerintah Republik  Indonesia  dalam  keadaan  kosong  hingga  Tahun  1948. Tahun 1948,  sebagai   Tangsi   Tentara   Indonesia,   dalam   tahun    ini    juga dikembalikan  kepada  Jawatan  Kepenjaraan  untuk  digunakan  sebagai  Rumah  Penjara  sampai  Tahun  1960 Tahun  1962  sampai  Tahun  1964, sebagai Rumah Penjara Jompo Tahun  1964  berubah  menjadi  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  III.  

Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  tanggal  8  Juni  1979 Nomor: JS.4/5/16 Tahun 1979 tentang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara di Kutoarjo (LP AN). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 5 Pebruari 1991, Nomor: M.01.PR.07.03 tentang pemindahan tempat kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Jawa Tengah dari Ambarawa ke Kutoarjo dan penghapusan cabang Rutan Purworejo di Kutoarjo.

Pada Tahun 1993 baru berfungsi penuh sebagai Lembaga Pembinaan Anak di Kutoarjo. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 16 Desember 1983 Nomor: M.03-UM.01.06, tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan, dalam hal ini LP AN Kutoarjo beralih status menjadi cabang Rumah Tahanan Purworejo di Kutoarjo.
Pada tahun 2015 hingga saat ini berubah nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  NO. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan digunakan hingga sekarang.
b. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Lembaga Pembinaan Kelas I Kutoarjo adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri ). Misi Lembaga Pembinaan Kelas I Kutoarjo adalah melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Tujuan Lembaga Pembinaan Kelas I Kutoarjo meliputi;
1) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2) Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan, narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka memperlancar proses pembinaan dan pembimbingan .
c. Keadaan Fisik

1) Satu komplek bangunan terdiri dari :

a) Satu gedung bertingkat dua digunakan untuk perkantoran.

b) Satu gedung bertingkat dua dipergunakan sebagai ruang serbaguna antara lain untuk Mushola, ruang pertemuan dan olahraga, ruang kunjungan (besuk), dan ruang perawatan kesehatan.

c) Tiga gedung untuk tempat hunian Anak Didik Pembinaan, terdiri dari Blok A, Blok B, dan Blok C.

d) Satu komplek bangunan yang terdiri dari :

(1) Satu ruang Perpustakaan

(2) Tiga ruang Pendidikan

(3) Dua ruang Kegiatan Kerja Serta halaman kosong digunakan untuk kegiatan berkebun dan pertanian

2) Satu komplek bangunan di luar Lapas terdiri:

a) Satu unit Rumah Dinas Kepala

b) Tujuh unit Rumah untuk Pejabat Struktural

c) Satu unit Garasi
d. Sasaran Pembinaan dan Pembimbingan

1) Sasaran pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu :

a) Kualitas Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

b) Kualitas Intelektual

c) Kualitas Sikap dan Perilaku

d) Kualitas Profesionalisme/ keterampilan

e) Kualitas Kesehatan Jasmani dan Rohani

2) Sasaran pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya juga merupakan situasi/kondisi yang memungkinkan bagi terwujudnya Tujuan Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari upaya peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Nasional, sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur hasil yang dicapai dalam Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, yaitu:

a) Isi Lembaga Pembinaan Anak Kelas I Kutoarjo lebih rendah daripada kapasitasnya.

b) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka gangguan keamanan dan ketertiban .

c) Menurunnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses Asimilasi dan Integrasi.

d) Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis

e) Semakin menurunnya jenis-jenis kejahatan sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/ golongan Narapidana .

f) Biaya perawatan Tahanan, Narapidana, Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan kebutuhan biaya minimal manusia pada umumnya .

g) Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara .

h) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat kedalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub-kultur penjara dalam Lembaga Pembinaan Anak Kelas I Kutoarjo.

e. Program Strategis Lembaga Pembinaan Anak Kelas II A Kutoarjo

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut, maka ditetapkan 10 (sepuluh) program strategis yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :
1) Pengendalian Isi Lembaga Pemasyarakatan.

2) Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

3) Peningkatan kegiatan Asimilasi dan Integrasi .

4) Penurunan angka residivis .

5) Peningkatan sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan.

6) Peningkatan jumlah tenaga kerja narapidana yang diserap dalam kegiatan kerja produktif.

7) Peningkatan pelayanan kesehatan dan perawatan narapidana dan Tahanan.

8) Peningkatan upaya perawatan kesehatan, kebersihan dan pemeliharaan Lembaga Pemasyarakatan.

9) Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembinaan dan pembimbingan.

10) Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan Petugas Pemasyarakatan.
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Denah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo
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Gambar 2 :

Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo
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2. Efektifitas pelaksanaan pidana penjara pendek bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo sebagai salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ada di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan Narapidana Anak atau Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo mempunyai peranan memberikan pembinaan kepada Narapidana Anak atau Anak Didik Pemasyarakatan sesuai dengan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan dan sistem pembinaan permasyarakatan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Permasyarakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo merupakan Lembaga Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah, yang memiliki fungsi dan tugas untuk menampung, merawat dan membina Anak Didik Pemasyarakatan dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY, disamping juga sebagai Rumah Tahanan Anak Purworejo.

Lembaga Pembinaan Anak Kelas I Kutoarjo ini merupakan satu-satunya Lapas Anak yang berada di wilayah Jawa Tengah dan DIY yang dikelola oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (RI). Penghuni Lapas ini hanya berasal dari wilayah provinsi Jawa Tengah dan DIY saja. Lapas Anak ini terpisahkan dengan Lapas dewasa, karena dengan berbagai pertimbangan seperti pertimbangan moral dan lingkungan, dan sejatinya penanganan mereka juga berbeda. Kapasitas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo adalah 116 orang namun biasanya terisi oleh napi sebanyak 90 sampai 100 orang bahkan pernah terisi sampai 120 orang. Maraknya tingkat kriminalitas pada anak-anak mengakibatkan LPKA ini terisi melebihi kapasitasnya. Jumlah narapidana sini tidak pasti, karena kemungkinan setiap hari harinya ada narapidana yang keluar dan yang masuk. 
Tabel 1 :
Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak klas I Kutoarjo 
berdasarkan Jenis Kejahatan
	NO
	Kasus
	Jumlah

	1
	Ketertiban
	5 Orang

	2
	Kesusilaan
	2 Orang

	3
	Perkelahian
	4 Orang

	4
	Pencabulan
	43 Orang

	5
	Pembunuhan
	1 Orang

	6
	Penganiayaan
	1 Orang

	7
	Pencurian
	11 Orang

	8
	Perampokan
	3 Orang

	9
	Pemerasan
	-

	10
	Penipuan/Penggelapan
	2 Orang

	11
	Narkotika
	-

	Total
	72 Orang


Sumber: Lembaga Pembinaan Anak Klas 1 Kutoarjo (per 23 Maret 2017)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui latar belakang dari narapidana penghuni Lapas. Mereka berasal dari kawasan Jawa Tengah dan DIY, yang menjalankan hukuman mulai dari 3 bulan sampai usia 18 tahun lebih tergantung kasusnya. Selama mereka di Lapas banyak kegiatan yang bisa dilakukan, terutama yang bekaitan dengan pendidikan nonformal.
Tabel 2 :

Jumlah narapidana berdasarkan golongan pidana 
(per 23 Maret 2017)

	NO
	Berdasarkan Golongan
	Jumlah (Orang)

	1
	BI
	46 

	2
	B IIa
	25

	3
	B IIb
	-

	4
	BIII
	1

	5
	Tahanan
	-

	Total
	72 orang


Berbeda dengan Lapas dewasa yang mementingkan keterampilan yang berorientasi keuntungan untuk kegiatan pembinaanya, Lapas anak lebih menekankan pada pendidikan. Disebabkan narapidana di sini masih dalam usia sekolah/di bawah usia 18 tahun. Pada rentang usia seperti itu pendidikan menjadi sangat penting. Lapas Anak terdapat narapidana yang berusia 19 tahun, ini karena ada pertimbangan khusus antara lain karena anak tersebut belum menyelesaikan kejar paket, atau karena menunggu kebebasan yang tidak lama lagi. Menurut aturannya 18 lebih 1 hari harus dipindahkan ke Lapas dewasa, kecuali dengan pertimbangan sebelumnya.

Berikut ini akan disajikan data usia narapidana Lapas Anak Kelas II A Kutoarjo :
Tabel 3 :

Jumlah anak berdasarkan umur (L/P) 
(per 23 Maret 2017)

	NO
	Kategori
	Jumlah

	1
	Umur 14 – 15 Tahun
	3 Orang

	2
	Umur 16 - 18 Tahun
	69 Orang

	Total
	72 Orang


Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Sapto Isnugroho Usia 19 tahun dikarenakan waktu ditahan yang bersangkutan sudah berumur 17 atau 16 lalu mengikuti sekolah kesetaraan dan belum lulus, jika dipindahkan ke Lapas dewasa nanti napinya nanggung dan mereka tidak bersekolah lagi. Kebijakan ini hanya untuk anak anak tertentu, aturan yang benar adalah 18 tahun lebih 1 hari harus keluar. Jika kurang beberapa bulan masa tahan mereka juga tidak dipindahkan dengan pertimbangan perilaku.
Tabel 4 :

Jumlah Anak Berdasarkan Pendidikan (per 23 Maret 2017)

	No
	Pendidikan
	Jumlah

	1
	SD
	23 Orang

	2
	SMP
	38 Orang

	3
	SLTA
	9 Orang

	4
	Buta Huruf
	2 Orang

	Total
	72 Orang


Narapidana yang masuk Lapas ini berasal dari wilayah Jawa Tengah dan DIY, mayoritas dari mereka masih masuk usia sekolah. Menjadi dasar pelayanan yang utama dari Lapas Anak Kutoarjo, sehingga kebutuhan dan hak narapidana sebagai warga negara dapat terpenuhi secara baik, meskipun mereka sedang menyandang status tahanan. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran di Lapas Anak berbagai jenis kegiatan juga tersedia, antara lain: kegiatan menjahit, membuat sandal batik, pertanian, perkebunan, perikanan, karawitan, musik disamping kejar paket yang menjadi kegiatan utama. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Samiaji yang menjelaskan bahwa “Kegiatan kerja meliputi peternakan, perikanan, kerajinan sandal dan tumpal, perkebunan, pertanian, karawitan dan musik”. Kegiatan pendidikan nonformal yang ada di Lapas ini terdiri dari berbagai macam jenis antara lain kejar paket, menjahit, membuat sandal, beternak, pertanian, musik dan karawitan. Keseluruhan kegiatan itu dilakukan di dalam satu kompleks Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Kutoarjo.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dalam mewujudkan tujuan pemidanaan telah melaksanakan program pembinaan yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian (kewirausahaan). Berdasarkan Pasal 3 PP No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, meliputi: (a) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) Kesadaran berbangsa dan bernegara, (c) Intelektual, (d) Sikap dan perilaku, (e) Kesehatan jasmani dan rohani, (f) Kesadaran hukum, (g) Reintegrasi sehat dengan masyarakat, (h) Keterampilan kerja; dan (i) Latihan kerja dan produksi.

Pembinaan kemandirian (kewirausahaan) bertujuan menjadikan Anak Didik Pemasyarakatan yang terampil dan melatih kerja seperti ternak, tani, melukis, dan batu akik.
 Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, tahap pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan meliputi: (1) Tahapan Pembinaan Awal, adalah pembinaan yang dimulai sejak berstatus Anak Didik Pemasyarakatan sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana, (2) Tahapan Pembinaan Lanjutan, pembinaan lanjutan terdiri atas: (a) Tahap lanjutan pertama, pembinaan ini dimulai sejak tahap pembinaan awal selesai dilaksanakan sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana, (b) Tahap lanjutan kedua, pembinaan ini dimulai sejak tahap pembinaan lanjutan pertama telah selesai dilaksanakan sampai dengan 2/3 (dua per tiga) darimasa pidana, dan (3) Tahapan Pembinaan Akhir, adalah pembinaan tahap akhir dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan kedua yaitu telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dalam mewujudkan tujuan pemidanaan telah melaksanakan program pembinaan yang bekerjasama dengan dinas atau instasi terkait di Kabupaten Purworejo. 
Program Pembinaan yang telah dilaksanakan antara lain: (1) Kegiatan belajar mengajar, (2) Kegiatan keagamaan, (3) Kegiatan ketrampilan, dan (4) Pelayanan makanan. Kegiatan program pembinaan atas Anak Didik Pemasyarakatan tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dilaksanakan secara rutin dan sistematis. Kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan secara rutin dan sistematis agar Anak Didik Pemasyarakatan terbiasa dengan perbuatan yang dilaksanakannya sehari-hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo sehingga dapat diaplikasikan setelah kembali ke masyarakat. Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Keberhasilan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dalam mewujudkan tujuan akhir pemidanaan dapat dilihat dari keberhasilam pembinaan yang telah dilaksanakan (secara kualitatif) dan dapat pula diketahui dari presentase Anak Didik Pemasyarakatan yang menjadi residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo (secara kuantitatif). 
Secara kualitatif Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo sudah dapat mewujudkan tujuan pemidanaan karena Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo sudah melaksanakan pembinaan. Beliau menambahkan, secara kuantitatif bahwa keberhasilan pembinaan jika diukur secara kuantitatif (angka) susah.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan, Sapto Isnugroho bahwa program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo terdapat pembinaan kepribadian yang menciptakan Anak Didik Pemasyarakatan yang berkepribadian dan berakhlak yang baik sehingga berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Sementara itu, pembinaan kemandirian (kewirausahaan) yang menciptakan Anak Didik Pemasyarakatan terampil dan melatih kerja seperti ternak, tani, melukis, dan batu akik. Itulah beberapa contoh pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Namun, keberhasilan pembinaan jika hanya dilihat secara kualitatif dirasa kurang. Maksudnya, jika hanya terdapat satu sumber atau data yang menjadi rujukan, maka akan sangat sulit benar atau tidaknya hal tersebut. Diperlukan pula data secara kuantitatif berupa jumlah Anak Didik Pemasyarakatan yang menjadi residivis. Jika presentase Anak Didik Pemasyarakatan yang menjadi residivis rendah maka dapat dikatakan pembinaan yang dilaksakan telah berhasil dan sebaliknya jika presentase anak residivis tinggi maka dikatakan pembinaan yang dilaksanakan telah gagal.

Berdasarkan penelitian, terdapat data jumlah Anak Didik Pemasyarakatan yang menjadi residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo selama kurun waktu 12 bulan, yaitu dari bulan Agustus 2014 sampai Juli 2015 sebanyak 6 (enam) orang. Selain itu, penulis juga mendapatkana data jumlah Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga 
Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo karena mereka dituntut berperan selayaknya orang tua kepada anaknya tanpa kekerasan dan diskriminatif dalam mendidik dan membina Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo menghadapi beberapa kendala dalam membina. Kendala tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Anak Didik Pemasyarakatan, pemberian pembinaan kepada Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan agar Anak Didik Pemasyarakatan tidak mengulangi kesalahannya dan dapat memperbaiki pribadi dirinya mejadi lebih baik. Pembinaan tersebut tidak sedikit Anak Didik Pemasyarakatan yang bermalas-malasan dalam melakukan program pembinaan yang sudah diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Sapto Isnugroho, menyatakan bahwa kendala dalam membina Anak Didik Pemasyarakatan ketika si Anak Didik tersebut malas.
 Hal inilah yang menjadi hal utama kenapa para petugas pembinaan harus memiliki pengetahuan yang baik tentang psikologi tentunya agar para petugas pembinaan mengetahui seperti apa karakter Anak Didiknya sehingga petugas pembinaan mengerti bagaimana cara membina Anak Didik Pemasyarakatan yang bermalas-malasan dengan mengetahui karakter diri Anak Didik Pemasyarakatan tersebut.
2. Faktor Sarana dan Prasarana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak klas 1 Kutoarjo hampir mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang kurang cukup memadai. Tidak semuanya berjalan dengan baik, masih ada kendala yang sering muncul, seperti yang diutarakan Gayatri Rachmi Rilowati oleh bahwa sarana dan prasarana memang terbatas tetapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo tetap berusaha mengoptimalkan yang ada walaupun sangat minim sarana dan prasarananya.
Selain itu, menurut Anak Didik Pemasyarakatan Biasa yang berinisial , bahwa sudah sekitar dua bulan angin-angin pagi kurang (pintu sel dibuka pada pagi hari) sehingga udara pagi dan sinar matahari pada pagi hari kurang, sel yang membuat gatal-gatal, dan lahan jemuran kurang luas.
 
3. Faktor Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo juga sangat mementingkan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Menurut pernyataan Gayatri Rachmi Rilowati , bahwa di bagian SDM yaitu petugas pembinaan yang masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas, kurangnya karena petugas di LPKA Kutoarjo itu belum mengerti apa arti dari pembinaan. Petugas di LPKA Kutoarjo harus mendapatkan pelatihan-pelatihan sehingga ilmu petugas LPKA Kutoarjo terus bertambah karena yang dididik manusia yang terus berkembang. Jadi, petugas pembinaannya harus mempunyai ilmu yang semakin tinggi.
 
4. Faktor masyarakat. Masyarakat adalah komponen yang penting dalam menentukan keberhasilan pembinaan. Anak Didik Pemasyarakatan yang sudah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo harus mendapatkan pembinaan yang baik dari masyarakat karena Anak Didik Pemasyarakatan yang sudah keluar bukan lagi tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Menurut Anak Didik Pemasyarakatan Residivis yang berinisial ISJ, bahwa telah menjadi residivis sebanyak tiga kali yang semuanya disebabkan karena pergaulan.
 Hal serupa juga terjadi kepada Anak Didik Pemasyarakatan Residivis yang berinisial ISJ, bahwa telah menjadi residivis sebanyak dua kali yang semuanya disebabkan karena pengaruh teman (pergaulan). Anak Didik Pemasyarakatan yang sudah keluar tergantung dari pergaulan atau didikan dari orang tua dan masyarakat tersebut, apabila pergaulan dan didikan yang didapat buruk maka tidak menutup kemungkinan Anak tersebut. 

Pelaksanaan pembinaan warga binaan masa pidana pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo sudah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti di atur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 dalam Pasal 5, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas : pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk dapat tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Hanya saja dampak dari pembinaan yang telah di jalankan oleh para petugas tampaknya belum mencapai efektifitasnya atau tujuan-tujuan dari pembinaan warga binaan pidana pendek. Apalagi untuk mencapai tujuan dari pemidanaan bagi warga binaan pidana pendek, yaitu salah satunya dampak memberikan efek jera atau tidak akan mengulangi perbuatan yang telah di lakukannya, sehingga pelaku pelanggaran tindak pidana atau narapidana akan memperbaiki diri dengan sendirinya. Pelaksanaan pembinaan warga binaan masa pidana pendek tidak dapat terlaksana secara efektif tanpa melalui proses pembinaan dilihat dari 4 (empat) pentahapan yang telah ditentukan sebagai berikut 77 :
a. Tahap pertama, Terhadap setiap warga binaan yang masuk lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala ikhwal perihal dirinya, termasuk: sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang menangani perkaranya
b. Tahap kedua, Jika proses pembinaan terhadap warga binaan yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata-tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada warga binaan yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas yang medium security.
c. Tahap ketiga, Jika proses pembinaan terhadap warga binaan telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga segi ketrampilan, maka wadah proses pembinaannnya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan assimilasi dengan masyarakat luar, antara lain: ikut beribadah dengan masyarakat luar; mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi dalam pelaksanaanya tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga.
d. Tahap keempat, Jika proses pembinaannya telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada warga binaan yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan oleh Tim Pembina Pemasyarakatan.
Efektivitas pidana penjara itu sendiri dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku. Aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat.
Aspek perbaikan pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenangan di luar hukum.78 Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.79 Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dimulai sejak yang bersangkutan ditahan rumah tahanan negara (Rutan) sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyelidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan akhirnya hingga di bina dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan tahanan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani. Narapidana yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kemudian disebut narapidana, penempatannya di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Terhadap narapidana, diberikan pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu: kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perancanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya.
Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam lapas dan pengawasannya maksimum (maximum security). Kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri atas dua bagian. Kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari napi yang bersangkutan. Menyadari bahwa pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan. Dalam rangka memperkaya pola pembinaan, sepatutnya petugas Lembaga Pemasyarakatan harus dibekali pengetahuan yang berhubungan dengan instrumen-instrumen hukum yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pola pembinaan dan sifat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan, sehingga semua program kegiatan pembinaan yang diberikan kepada para narapidana yang menjalani masa pidana penjara pendek atau singkat akan mencapai tujuan pemidanaannya.

Dewan Pembinaan Pemasyarakatan (D.P.P) memegang peranan utama untuk diserahi tugas melakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan selama narapidana di dalam lembaga ataupun di luar lembaga, sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968 dan Surat Edaran Dirjen. B. T. W. No. DDP. 2.2/10/5 tanggal 5 April 1970 jo. Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. KP. 10.13./3/1 tanggal 8 Februari 1965. Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968 itu menentukan susunan Direktorat Pemasyarakatan dan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, dengan tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan. Sejak berlakunya Keputusan Presiden tersebut, mulailah pemasyarakatan bertugas ganda yang tidak dapat dibatasi dan dibedakan secara terpisah antara tugas pembinaan dan tugas bimbingan. Pembinaan didalam lembaga adalah sebagian tugas sistem pemasyarakatan sesudah dikurangi oleh pembinaan diluar lembaga, namun dalam praktek pelaksanaanya pembagian tugas yang demikian itu masih dijalankan bersama karena pertimbangan tenaga dan fasilitas kurang.
Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari wawancara dengan beberapa responden yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dapat diperoleh keterangan bahwa dengan tidak terimplementasinya 10 prinsip pemasyarakatan dan juga tidak tuntasnya pentahapan pembinaan yang ada maka tujuan pemidanaan dari pembinaan warga binaan dengan masa pidana pendek cenderung tidak tercapai dengan kata lain pembinaan yang dilakukan menjadi tidak efektif.81
Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengatakan bahwa para petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, telah melaksanakan program pembinaan yang diberikan terhadap warga binaan pidana pendek sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada, hanya saja efektivitas pembinaan tersebut belum tercapai sesuai tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera kepada warga binaan setelah menyelesaikan masa pidananya. Beberapa warga Selain tidak efektif, berdasarkan data tersebut di atas tampak pula bahwa pidana penjara pendek menimbulkan implikasi negatif bagi si warga binaan. Sisi negatifnya antara lain tampak bahwa para eks warga binaan dengan masa pidana pendek juga tetap mendapat penilaian yang buruk di mata masyarakat setelah lepas atau selesai menjalani masa pidananya. Di sisi lain berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa sisi negatif yang muncul adalah penularan perilaku buruk dari para warga binaan (antar warga binaan) termasuk mereka warga binaan yang menjalani masa pidana pendek. Selama masa pembinaan di dalam lembaga dan pembinaan di masyarakat kepada setiap narapidana yang mengalami pidana lebih dari 3 (tiga) bulan dapat diberikan dorongan berupa upaya remisi untuk memperpendek masa pidana, apabila telah menunjukan prestasi dengan berbuat dan berkelakuan yang baik atau turut mengambil bagian berbakti terhadap negara.
Tujuan pemidanaan walau saat ini tidak dirumuskan dalam ketentuan normatif, namun terdapat tolak ukur dan dasar pembenaran dalam membahas pidana penjara yang bersifat teoritis, khususnya dilihat dari sudut politik kriminal. Tujuan politik kriminal selama ini adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Perbaikan pada diri si pelaku, maka diharapkan orang tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya. Bertolak dari hal ini maka sering pula dikatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah terjadinya pengulangan (recidive). Menjaga aman umumnya terdiri dari menjaga narapidana terkunci, dihitung, dan dikontrol sementara memungkinkan untuk saat terisolasi dari kegiatan kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan melalui rekreasi, pendidikan dan konseling. Sayangnya, kesejahteraan dan kebebasan psikologis dari tahanan individu tidak tergantung pada berapa banyak pendidikan, rekreasi, dan konseling yang ia terima melainkan, bagaimana dia bisa hidup dan berhubungan dengan narapidana lain yang merupakan penting dan hanya dunia yang berarti. Karena pada akhirnya tidak ada efek jera pada para narapidana dengan adanya pidana penjara pendek, walaupun memang ada narapidana yang merasa jera melakukan tindak pidana, yang lebih tepatnya mereka hanya merasa “malu” mempunyai cap atau stigma bahwa mereka adalah mantan narapidana. Dimana ada beberapa narapidana yang masih beranggapan bahwa tindak pidana yang mereka lakukan lebih baik dibandingkan para narapidana jangka panjang karena memang dilihat dari segi jenis tindak pidananya, narapidana yang di jatuhi masa pidana penjara jangka pendek adalah mereka yang melanggar tindak pidana ringan, seperti pencurian dan perjudian, lain halnya dengan narapidana jangka panjang yang biasanya melanggar perbuatan pidana yang dianggap jauh lebih memalukan dan merugikan korbannya, seperti tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan.

Narapidana yang tidak terlalu sensitif menganggap bahwa pembinaan selama masa pidana penjara pendek hanya sebagai pengisi waktu luang atau masa istirahat setelah banyak melakukan banyak pekerjaan saat di luar penjara. Jadi ada kemungkinan mereka dapat melakukan perbuatan pidana lagi setelah keluar penjara dan telah selesai masa pidananya. Bagi narapidana yang sensitif, pidana penjara pendek tetap membawa efek jera, terutama bagi keadaan psikisnya, karena pasti ada penilaian yang buruk di mata masyarakat setelah lepas atau selesai menjalani masa pidananya disebut juga sebagai stigmatisasi. Sekalipun pidana penjara tersebut berjangka pendek, maka justru akan sangat merugikan, sebab di samping kemungkinan terjadi hubungan-hubungan yang tidak dikehendaki, maka pidana penjara jangka pendek jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi warga binaan di satu pihak, dan di lain pihak bahkan menimbulkan apa yang disebut stigma atau cap jahat. Stigmatisasi ini pada dasarnya akan menghasilkan segala bentuk sanksi negatif, yang berturut-turut menimbulkan stigma lagi. Suatu kejahatan seseorang secara resmi dipidana, sehingga kehilangan pekerjaannya di luar lingkungan teman-temannya, dan kemudian stigmatisasi menyingkirkannya dari lingkungan orang-orang yang benar. Stigma meningkatkan sanksi negatif dan sanksi negatif tersebut memperkuat stigma.
Pelaksanaan pembinaan warga binaan masa pidana pendek di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo terdapat beberapa hambatan atau faktor-faktor lainnya yang mengakibatkan tidak efektifnya tujuan pemidanaan. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa pendapat para petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo erta warga binaan pidana pendek sebagai responden tentang hal-hal apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan pembinaan warga binaan masa pidana pendek selama masa pidana berlangsung. Hal itu terlihat dari pendapat Kepala Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik menyatakan bahwa adanya pembinaan terhadap warga binaan masa pidana pendek sulit untuk dilaksanakan sesuai dengan program pembinaan yang ada khusus terhadap warga binaan masa pidana pendek. Singkatnya waktu pembinaan, mereka hanya mengikuti beberapa tahapan saja, misalnya : Admisi Orientasi, Maksimum Sekuriti, Medium Sekuriti dan Minimum Sekuriti, dan tidak melewati tahap Asimilasi, sesuai peraturan yang telah ada dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, di mana tahap Asimilasi merupakan salah satu tahap yang harus dijalani untuk mengembalikan narapidana kedalam lingkungan masyarakat sebagai warga yang baik. 
Kurangnya peran serta Pemerintah Daerah terhadap perkembangan pembinaan warga binaan di Lapas, serta belum adanya landasan hukum yang khusus tentang pembinaan warga binaan pidana pendek dapat menimbulkan tidak adanya program yang pasti bagi petugas dalam melaksanakan pembinaan. berpendapat bahwa singkatnya waktu pidana mereka menjadi alasan mereka sedikit merasa malas untuk mengikuti semua kegiatan dengan lebih serius yang di berikan petugas, walaupun sebenarnya mereka mengerti bahwa semua kegiatan yang diberikan adalah kegiatan positif yang dimaksudkan sebagai bekal mereka agar mereka menjadi orang yang lebih baik lagi dan dapat diterima oleh masyarakat saat masa pidananya telah selesai. Pendapat senada dengan warga binaan tersebut dinyatakan pula oleh Gayatri Rachmi Rilowati, Amd. IP, SH, bahwa ada warga binaan yang malas mendengarkan pengarahan dari petugas karena mereka tahu hukuman mereka hanya singkat, disamping itu ada hambatan lainnya, yaitu struktur bangunan Lembaga Pemasyarakatan tidak memadai untuk mengikuti prosedur pembinaan yang benar-benar memenuhi mutu standar yang efektif bagi warga binaan pidana pendek. 

Berdasarkan pendapat responden yang terdapat dalam data primer di atas, maka dapat dinyatakan bahwa faktor-faktor penghambat pembinaan terhadap pidana pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dapatlah dikelompokan menjadi dua, pertama yakni faktor internal dan kedua faktor eksternal.
Faktor internal, meliputi waktu pembinaan yang sempit atau singkat, petugas yang masih kurang dalam kuantitas serta kualitas untuk membedakan pembinaan terhadap warga binaan pidana penjara pendek, belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus untuk pengaturan program pembinaan pidana pendek, serta bangunan yang kurang memadai untuk memisahkan warga binaan pidana pendek dengan warga binaan yang menjalani pidana penjara lebih lama.
Faktor eksternal yakni kurangnya kesadaran pada diri warga binaan untuk memanfaatkan pembinaan yang diberikan selama masa pidana dengan lebih serius, serta kurangnya dukungan dari pihak keluarga warga binaan serta instansi terkait yang seharusnya turut berpartisipasi dalam pembinaan warga binaan pidana pendek.
Masalah pokok dari efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat sebenarnya terletak pada faktor–faktor yang mempengaruhinya yaitu : 
a. Faktor hukumnya sendiri.
Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaanya, peraturan tersebut sinkron secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi luasnya interprestasi masyarakat. Seperti dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai pola pembinaan yang bersifat umum ternyata tidak dapat efektif untuk mencapai tujuan pembinaan narapidana.

b. Faktor pembina Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo
Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda hukum termasuk perundang–undangan dan berbagai azas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya peningkatan hukum merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkret itu dalam penegakan hukum adalah penegak hukum.. Suatu peranan berfungsi apabila sesorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak. Peranan tersebut dapat berupa peranan yang ideal, peranan yang seharusnya dan peranan yang aktual. Peranan yang seharusnya dari penegak hukum tertentu, telah dirumuskan dalam undang–undang. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo kurangnya pedoman pembinaan yang terpogram dan kurangnya inisiatif para pembina untuk membuat dan melaksanakan program kegiatan pembinaan yang lebih khusus kepada waraga binaan pidana pendek, sehingga kegiatan tidak efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan.

c. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan
Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem normal dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum. Warga masyarakat mematuhi hukum karena:
1) Rasa takut pada sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum;

2) Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan;

3) Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa.
Seperti yang di nyatakan oleh Bapak Sapto Isnugroho, S. Pd.bahwa kurangnya peran serta masyarakat dan keluarga warga binaan untuk mendukung agar warga binaan serius mengikuti semua program kegiatan pembinaan yang telah diberikan juga menjadi salah satu faktor terhambatnya pembinaan.
Atas dasar uraian diatas maka penulis mengukur kefektifan pelaksanaan pidana penjara pendek bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo yang bersumber dari Teori Efektifitas menurut Richard M. Steers
 sebagai berikut : 

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. 

Pelaksanaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I di Kutoarjo dalam prakteknya terdapat kekurangan namun pada intinya tujuan yang dicapai sebagaimana yang telah didapatkan penulis di lokasi penelitian dalam pemberian pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum cukup efektif.
b. Integrasi 

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 

Kegiatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dalam kesehariannya selalu melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga Pembinaan lainnya termasuk Organisasi Masyarakat /LSM untuk mengawasi maupun membahas mengenai pembinaan yang terbaik bagi anak-anak yang menghuni di Lembaga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.
c. Adaptasi 

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dalam pelaksanaannya didapati bahwa pembinaan yang diberikan oleh anak-anak yang dalam proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dapat diterima oleh masyarakat mana saja.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kebijakan formulasi pelaksanaan pidana penjara jangka pendek bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan dalam Implementasi Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan instrumen hukum internasional mengamanatkan adanya suatu proses perubahan paradigma berfikir yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap hak anak. Dengan demikian kehadiran UU SPPA sebagai landasan hukum peradilan anak dan refleksi dari instrumen hukum internasional mencoba untuk melaksanakan proses peradilan anak melalui pendekatan diversi karena dalam setiap proses dilakukan upaya tersebut baik dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan diupayakan proses diversi dengan syarat misal memperhatikan usia anak dan acaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun. Upaya diversi ini akan membuat sebuah peradilan yang kondusif dan fair jika pelaksanaannya memenuhi unsur profesional dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, namun jika upaya hukum ini dilakukan akibat tidak ada sikap profesional dan syarat kepentingan maka pelaksanaan dan UU SPPA ini akan jauh dari nilai keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat melaui penetapan dari pengadilan. 

2. Efektifitas pelaksanaan pidana penjara pendek bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo didapatkan hasil bahwa adanya pendekatan sistem dalam proses perdilan pidana anak dari penyidik, jaksa, hakim advokat sampai dengan pembimbing kemasyarakatan baik dari kementerian hukum dan HAM serta kementerian Sosial melaksanakan amanat UU dengan menyediakan kualitas SDM yang profesional, jujur dan adil dengan memenuhi fasilitas sarana dan prasana seperti (LPKA, LPAS, dan LPKA) secara memadai dan baik dengan kualifikasi pemenuhaan kepentingan yang terbaik bagi anak tepat sasaran baik dilihat kualitas proses dan hasil dengan demikian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I di Kutoarjo telah cukup efektif melaksanakan pembinaan bagi peradilan pidana anak.
B. Saran
1. Ada tiga hal penting yang harus dipersiapkan oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan UU SPPA yaitu mempersiapkan produk hukum pendukung, persiapan terhadap peran aparat penegak hukum, persiapan tempat penahanan dan pemasyarakatan anak.
2. Diperlukan koordinasi yang tegas dan jelas antara criminal justice system untuk menerapkan hukum yang baik dan adil demi menghormati kepentingan yang terbaik bagi anak dengan menetapkan amar putusan hakim dengan jelas penempatannya di tempatkan pada LPAS, LPKA maupun LPKS serta kementerian yang ditunjuk mempersipakan dengan baik dan penuh tanggung jawab baik mengenai fasilitas maupun anggaran sehingga tidak terjadi saling lempar tangung jawab.
3. Memaksimalkan fungsi dan peran dalam mekanisme evaluasi dan kontrol terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Lembaga Independen di Indonesia.
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